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5ABSTRAK
Skripsi yang berjudul “PEMIKIRAN IMAM MALIK TENTANG HAK
WARIS BAGI ISTERI YANG TELAH HABIS MASA IDDAH” ini ditulis
berdasarkan latar belakang pendapat para fuqaha yang mengatakan bahwa isteri
tidak dapat mewarisi harta peninggalan suami secara mutlak, karena sebelum
kematian suami, talak yang dijatuhkan sudah talak ba’in sehingga hak mewarisi
diantara keduanya menjadi hilang, isteri dapat mewarisi harta peninggalan
suaminya selama ia masih dalam masa iddah, jika masa iddah sudah berakhir
isteri tidak dapat lagi mewarisi harta peninggalan mantan suaminya. Adapun
menurut Imam Malik isteri yang telah habis masa iddah tetap mendapatkan hak
waris dari suami yang telah menceraikannya dan tidak dikenakkan iddah wafat
atau iddah talak pada isterinya.
Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan pemikiran  Imam
Malik tentang hak waris bagi istri yang telah habis masa iddah dan tinjauan
menurut hukum kewarisan Islam terhadap pemikiran Imam Malik.
Penelitian ini berbentuk penelitian hukum normatif, dengan menggunakan
buku Imam Malik yang berjudul “al-Muwaththa’ dan al-Mudawwanah al-Kubra
sebagai rujukan bahan hukum primernya, sedangkan bahan hukum skundernya
dalam tulisan ini adalah sejumlah literatur yang ada kaitannya dengan penelitian
ini. Adapun metode analisa yang digunakan Metode Deskriptif dan Yuridis
Normatif. Bersifat deskriptif karena penelitian ini mendeskripsikan pemikiran
Imam Malik tentang hak waris bagi isteri  yang telah habis masa iddah, yaitu
mengumpulkan, menyusun dan memaparkan fakta yang diperoleh selama
penelitian, tetapi yang paling penting adalah menganalisis semua fakta dan data
tersebut sepanjang berhubungan erat dengan masalah yang diteliti. Bersifat
Yuridis normatif karena penelitian ini mengkaji dan menganalisis pemikiran
Imam Malik, terhadap hak waris bagi istri yang telah habis masa iddah, yaitu
mengkaji dan menganalisis kaidah-kaidah hukum yamg diistinbatkan atau
ditetapkan yang berhubungan erat dengan masalah yang diteliti.
Menurut pemikiran Imam Malik, bahwa isteri  yang sudah habis masa
iddah tetap mendapat hak waris dari suami yang telah menceraikannya. Adapun
alasannya, disebabkan bila isteri yang telah ditalak oleh suami dan telah habis
masa iddah kemudian ia tidak mendapatkan hak waris maka dikhawatirkan nanti
bekas isteri tersebut hidupnya akan menderita dan sengsara, hal ini juga
berdasarkan kasus talak dalam keadaan sakit yang diselesaikan oleh Utsman bin
Affan yakni kasus yang menyangkut isteri Abdurrahman bin Auf, serta agar suami
tidak menceraikan isterinya diwaktu suami sakit karena dikawatirkan adanya
unsur kesengajaan dari suami ketika hendak mentalak isteri agar isteri tersebut
tidak mendapat hak waris.
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Balakang Masalah
Hubungan kewarisan antara seseorang dengan orang lain disebabkan
oleh dua faktor, yaitu adanya hubungan darah atau kekerabatan dan adanya
hubungan perkawinan1.
Hubungan kekerabatan ialah orang yang mempunyai hubungan kerabat
melalui nasab (sedarah)2. Sebab memperoleh hak kewarisan yang paling
terkuat adalah hubungan kekerabatan, karena kekerabatan termasuk unsur
causalitas seseorang yang tidak dapat dihilangkan pada diri seseorang3.
Hal ini tidak dapat dibantah, karena anak tersebut keluar dari rahim
ibu. Hubungan darah ini bersifat alamiah dan berlaku sejak awal adanya
manusia. Dengan berlakunya hubungan kerabat antara seorang anak dengan
ibunya, berlaku pula hubungan darah dari orang-orang yang lahir dari ibu
yang sama. Artinya  bahwa diantara sesama saudara seibu mempunyai
hubungan darah, hal ini yang menyebabkan mereka saling berhubungan
kewarisan4.
Hubungan kekerabatan menjadi sebab hubungan kewarisan ditegaskan
oleh Allah pada Qs. Al-Ahzab (33 ) : ayat 6
1 Hajar M, Hukum Kewarisan Islam (Fiqih Mawaris), (Pekanbaru: Alaf Riau, 2008), h.
17
2 Saleh al-Fauzan, Fiqih Sehari-hari, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 564
3 Fathur Rahman, Ilmu Waris, (Bandung: PT. Al-Maarif, 1975), h. 116
4 Hajar M, Op. Cit, h. 27
2



Artinya: “Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih
berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah dari pada orang-
orang mukmim”5.
Hubungan perkawinan yang dimaksud adalah dapat saling waris-
mewarisi antara suami isteri yang masih dalam ikatan perkawinan6.
Ikatan perkawinan sebagai konsekuensi hukum karena adanya akad
nikah seorang laki-laki dengan seorang perempuan, ikatan itu berlangsung
sejak akad yang berupa ijab dan kabul tersebut mulai diucapkan sampai
dengan saat diputuskannya pemutusan akad7. Dengan demikian suami dapat
menjadi ahli waris bagi isteri, dan isteri dapat pula menjadi ahli waris bagi
suami8. Adanya hak kewarisan yang disebabkan oleh perkawinan ditegaskan
oleh Allah pada Qs. An Nisa’ ( 4 ) : ayat 12.








5 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Jumanatul Ali
Art (J-ART), 2005, h. 6
6 A. Sukris Samardi, Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif, (Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h.27
7 Fathur Rahman, Op.Cit, h. 20
8 Ali Parman, Kewarisan Dalam Al-Qur’an, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995),
h. 62
3




Artinya:“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan
oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-
isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat
dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang
mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. para isteri
memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu
tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para
isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan
sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar
hutang-hutangmu”.
Suatu perkawinan dianggap utuh apabila perkawinan itu dalam status
talak raj’i, yang masih masa iddah. Hal inilah yang disebut dengan
perkawinan yang utuh, karena disaat iddah masih berjalan, seorang suami
masih mempunyai hak yang penuh untuk meruju’ kembali bekas isterinya
yang masih menjalankan masa iddah.9
Dengan demikian hak antara suami dan isteri untuk saling waris-
mewarisi tidak hilang. Bila suami meninggal,  dengan meninggalkan isteri
yang sedang menjalani masa iddah raj’i maka istri masih mendapat hak waris
atas harta peninggalan suami, demikian sebaliknya10.
Lain halnya dengan talak ba’in yang mengakibatkan putusnya ikatan
perkawinan sejak talak dijatuhkan. Ketika isteri sedang menjalani masa iddah
bai’in suami tidak diperkenankan untuk merujuk kembali isterinya seperti
halnya talak raj’i, karena ikatan perkawinan telah putus sejak talak dijatuhkan.
9 Fathur Rahman, Op. Cit, h. 115
10 Ibid.
4Bila salah seorang diantara mereka meninggal, maka hak waris-mewarisi
diantara keduanya menjadi terputus, baik meninggalnya ketika masa iddah
masih berlangsung maupun ketika masa iddah telah berkahir11.
Adapun menurut Imam Malik bahwasannya isteri yang sudah habis
masa iddah tetap mendapatkan hak waris dari suami yang telah
menceraikannya dan tidak dikenakan iddah wafat.
Pernyataan Imam Malik tersebut sebagai berikut:
 َو ِإ ْن َقنا َض ْت ِع َّد ِت َه ِم ا َن َّطلا َلا ِق ـَق ْب َل َأ ْن ـَي ْه َل َك ـَف َه َل َك ـَب ْع َد َذ ِل َك ـَف َل َه ا
 ْلا ِم ـْي َر َثا َو َلا ِع َّد ِة َع َل ـْي َها ِم َن ْلا َو َف ِةا12.
“Dan jika iddah talak perempuan tersebut telah selesai, lalu laki-laki tersebut
meninggal saat itu juga (setelah iddah perempuan yang ditalaknya tersebut
telah selesai) maka perempuan tersebut punya hak waris dan tidak ada iddah
wafat baginya.”
Sementara Imam Syafi’i berpendapat, isteri tidak dapat mewarisi harta
peninggalan suami secara mutlak, karena sebelum kematian suami talak yang
dijatuhkan sudah talak ba’in sehingga hak mewarisi diantara keduanya
menjadi putus13. Imam Hanafi berpendapat, isteri dapat mewarisi harta
peninggalan mantan suaminya selama ia masih dalam masa iddah, jika masa
11Ibid.
12 Imam Malik Bin Anas, Al-Mudawwanatul Qubro, (Beirut: Darul Kitab al- Alamiyah,
tt), Juz II h. 86
13 Imam Syafi’i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Mukhatashar Kitab AL Umm fi Al
Fiqh, Penerjemah oleh: Muhammad Yasir dan Abd. Muthalib, ( Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h.
533
5iddah sudah berakhir isteri tidak dapat lagi mewarisi harta peninggalan mantan
suaminya14.
Berdasarkan dari pendapat diatas adanya perbedaan pendapat antara
para fuqaha dengan Imam Malik. Para fuqaha berpendapat bahwa isteri yang
dicerai dengan talak ba’in tidak berhak menerima warisan. Hal ini
dikarenakan hubungan mereka sebagai suami isteri telah terputus, maka secara
otomatis hak kewarisan diantara keduanya akan terputus pula.
Sedangkan dalam hal ini Imam Malik berbeda pendapat, bahwa isteri
dapat mewarisi harta peninggalan suami secara mutlak, baik ketika suami
meninggal dunia isteri masih berada dalam masa iddah maupun sudah
berakhir masa iddahnya, baik ketika mantan isterinya sudah menikah dengan
laki-laki lain ataupun belum.
Bertolak dari pemaparan diatas, penulis tertarik dengan pendapat Imam
Malik yang mengatakan bahwa ada hak waris isteri walaupun telah habis masa
iddah. Maka penulis menuangkannya dalam sebuah judul penelitian yang
berjudul: “PEMIKIRAN IMAM MALIK TENTANG HAK WARIS BAGI
ISTERI YANG TELAH HABIS MASA IDDAH”.
B. Rumusan Masalah
a. Bagaimana pemikiran Imam Malik tentang hak waris bagi isteri yang
telah habis masa iddah?
b. Bagaimana pemikiran Imam Malik tentang hak waris bagi isteri yang
telah habis  masa iddah menurut hukum kewarisan Islam?
14 Komite Fakultas Syari’ah Universitas al- Azhar (Mesir), Hukum Waris, (Jakarta:
Senayan Abadi Publishing, 2004), h. 38
6C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui pemikiran Imam Malik tentang hak waris bagi
isteri yang telah habis masa iddah.
b. Untuk mengetahui pemikiran Imam Malik tentang hak waris bagi
isteri yang telah habis masa iddah menurut hukum kewarisan Islam.
2. Kegunaan Penelitian
a. Sebagai bahan penambah wawasan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa
terlebih kepada masyarakat, tentang pemikiran Imam Malik yang
mengatakan hak waris bagi isteri yang telah habis masa iddah.
b. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Syariah (S.Sy)
pada fakultas syariah dan ilmu  hukum, Universitas  Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau.
D. Kerangka Pikir
1. Teori Syahadat
Teori syahadat adalah  teori yang mengharuskan pelaksanaan
hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat,
sebagai konsekuensi logis dari pengucapan syadatnya itu. Teori ini
dirumuskan oleh al-Qur’an. Adapun ayat-ayat yang dimaksud antara lain:
Surat ke-1 ayat 5; Surat ke-2 ayat 179; Surat ke-3 ayat 7; Surat ke-4 ayat
13, 14, 49, 59, 63, 69 dan 105; Surat ke-5 ayat 44, 45, 47, 48, 49, 50; Surat
ke-24 ayat 51 dan 52.
7Teori syahadat ini merupakan lanjutan dari prinsip ketauhidan dan
filsafat hukum islam15.
Teori syahadat menganjurkan seseorang untuk patuh terhadap
hukum yang dianutnya. Landasan fhilosofis lahirnya teori ini ialah
kesaksian untuk menjadi seorang  muslim dengan mengucapkan dua
kalimat syahadah16.
Teori syahadah yang merupakan kelanjutan dari prinsip tauhid ini
ialah bersifat umum. Terdapat pula asas-asas secara khusus yang
merupakan lanjutan dari prinsip umum dalam setiap bidang-bidang hukum
Islam. Salah satu diantara bidang hukum tersebut ialah Hukum Kewarisan
Islam17.
Secara keseluruhan, hukum kewarisan Islam wajib  dilaksanankan.
Kata “Yushikum Allah” berarti mensyari’atkan atau memerintahkan. Hal
yang lebih penting lagi, al-Qur’an (4: 13 dan 14) menyatakan bahwa
barang siapa yang mentaati undang-undang Allah, akan dimasukkan ke
syurga dan kekal di dalamnya. Sebaliknya, orang yang mengingkari atau
melanggar akan masuk neraka dan kekal dan kekal didalamya18.
2. Teori keadilan
15 Jahaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam, (Tasikmalaya: PT. Lathifah Press dengan
FakultasSyari’ah IAILM- Suryalaya, 2009), h. 69
16 Juhaya S. Praja, Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek, (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 1994), h. 269
17 Hajar M, Op. Cit, h. 10
18Ibid, h. 11
8Keadilan adalah  keseimbangan antara hak dan kewajiban dan
keseimbanagn antara yang diperoleh dengan yang akan diperlukan dan
digunakan19. Bagi syari’at Islam semua orang dipandang sama, dengan
tidak ada suatu kelabihan antara satu sama lain. Baik karena keturunan,
kekayaan, atau karena pangkat20.
Secara prinsip dapat pula dikatakan bahwa faktor perbedaan
kelamin tidak menentukan dalam hak kewarisan. Artinya, bahwa laki-laki
mendapat hak kewarisan, sama hal nya dengan perempuan. Secara rinci
disebutkan pada ayat 11, 12, maupun 176 surat an-Nisa. Ketiga ayat
tersebut mengatakan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan berhak
mewarisi, adanya hak suami dan isteri, maupun hak saudara, baik saudara
itu laki-laki, perempuan atau hubungan kandung, seayah dan seibu21.
3. Teori ahli waris
Ahli waris ialah suatu teori yang dirumuskan oleh para ahli hukum
Islam untuk orang-orang yang berhak mendapatkan harta warisan dari
orang yang telah meninggal dunia. Ahli waris atau disebut jaga dengan
warits dalam istilah fiqh ialah orang yang berhak atas harta warisan yang
ditinggalkan oleh orang yang meninggal22.
19 Ibid, h. 15
20 Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, (Jakarta: PT. Bulan Bintang,
1970), h. 34
21 Hajar M, Op. Cit, h. 15
22 Amir Syrifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana, 2004), 210-211
9Ahli waris adalah orang-orang yang berhak atas harta warisan yang
ditinggalkan oleh orang yang meninggal.23 Hubungan kewarisan antara
seseorang dengan orang lain disebabkan oleh dua faktor, yaitu adanya
hubungan darah atau kekerabatan dan adanya hubungan perkawainan24.
Ahli waris hubungan darah ini ditentukan pada saat peristiwa
kelahiran, sedangkan ahli waris hubungan perkawinan ditentukan dengan
berlangsungnya akad nikah yang sah25.
4. Teori hubungan ahli waris
Hubungan kewarisan antara seseorang dengan orang lain
disebabkan oleh dua faktor, yaitu adanya hubungan darah atau kekerabatan
dan adanya hubungan perkawainan.
Ahli waris hubungan darah terbagi atas empat macam kategori,
yakni: garis keturunan “bunuwah”, leluhur “ubuwah”, kesamping
pertama “ukhuwah”, dan garis kesamping kedua “umumah”26.
Garis keturunan bunuwah terdiri atas: anak, baik itu anak laki-laki
maupun anak perempuan berdasarkan surat an-Nisa’ ayat 11. Cucu, baik
itu cucu laki-laki maupun cucu perempuan27.
Garis  keturunan laluhur ubuwah terdiri atas: ayah dan ibu, dasar
hukumnya berdasarkan dari surat an-Nisa’ ayat 1128. Selanjutnya kakek29.
23Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat
Minangkabau, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1984), h.56
24 Hajar M, Op.Cit, h. 17
25 Amir Syarifuddin, Op.Cit, h. 211
26 Hajar  M, Op.Cit, h. 67
27 Amir Syarifuddin, Op.Cit, h. 74
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Dan nenek, dasar hukumnya dapat pula dipahami dengan memahami
perluasan dari pengertian umm pada surat an-Nisa’ ayat 11 dan juga
terdapat dalam hadits.30
Ahli waris (ukhuwah) hubungan kesamping pertama terdiri atas:
Saudara, baik itu saudara laki-laki maupun saudara perempuan,
sekandung, seayah, maupun seibu. Hubungan dasar hukumnya yaitu pada
surat an-Nisa’ ayat 12 dan 176. Anak saudara, anak saudara secara jelas
tidak dapat hak kewarisannya baik didalam al-Qur’an maupun dalam
hadits Nabi. Adanya hak kewarisan anak saudara itu didasarkan kepada
perluasan pengertian dari saudara yang haknya dijelaskan didalam al-
Qur’an, dengan alasan apabila saudara tidak ada, maka kedudukan nya
digantikan oleh anaknya. Dan anak saudara itu belum akan mendapatkan
haknya selama ayahnya yang menghubungkannya kepada pewaris masih
hidup.31
Ahli waris (ummumah) garis kesamping kedua  terdiri atas: paman,
berdasarkan hasil ijtihad para ulama. Anak paman, bahwa anak paman ini
diperoleh dari perluasan pengertian paman. Dengan begitu yang disebut
dengan anak paman adalah anak dari paman yang hubungannya hanya
dengan ayah, itupun yang kandung atau seayah dari ayah, sedangkan anak
yang dimaksudkan disini adalah anak laki-laki.32
28 Hajar  M, Op.Cit, h. 33
29 Amir Syarifuddin, Op.Cit, h. 74
30 Hajar  M, Op.Cit, h. 34
31 Amir Syarifuddin, Op.Cit, h. 218
32 Ibid.
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Adapun ahli waris yang disebabkan hubungan perkawinan adalah
suami dan isteri. Suami menjadi ahli waris dari isteri yang meninggal
dunia, dan begitu pula sebaliknya, isteri menjadi ahli waris dari suami
yang meninggal dunia. Adanya hubungan perkawinan antara seorang laki-
laki dan seorang perempuan tidak menyebabkan munculnya hak kewarisan
terhadap kerabat suami atau kerabat isteri33.
Adapun kerabat lain yang termasuk ahli waris adalah Dzawil
Arham. Yang dimaksud dengan ahli waris Dzawil arham adalah orang-
orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan pewaris, namun tidak
dijelaskan bagiannya dalam al-Qur’an dan Hadits Nabi sebagai Dzawil
furudh dan tidak pula dalam kelompok asabah. Bila kerabat yang menjadi
asabah adalah laki-laki dalam garis keturunan laki-laki, maka Dzawil
arham itu adalah perempuan atau laki-laki melalui garis keturunan
perempuan34.
E. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini disebut dengan penelitian hukum normatif.
Penelitian hukum normatif adalah suatu metode penelitian hukum yang
menitik beratkan pada studi kepustakaan35. Dalam hal ini penulis
33 Hajar  M, Op.Cit, h. 34
34 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh, (Bogor: Kencana, 2003), Cet. 1, h. 168-169
35 Nico Ngani, Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum, (Yogyakarta: Pustaka
Yustisia, 2012), h. 78
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memfokuskan untuk menelaah bahan-bahan pustaka yang berkaitan
dengan Imam Malik tentang hak waris bagi isteri yang telah habis masa
iddah.
2. Pendekatan penelitian
Penelitian ini merupakan pendekatan Conseptual dengan cara
meneliti hasil pemikiran Imam Malik tentang hak waris bagi isteri yang
telah habis masa iddah.
3. Sumber dan Metode Pengumpulan Data
Sebagai penelitian hukum normatif, sumber datanya berasal dari
data skunder. Data skunder diperoleh melalui penelusuran sumber-sumber
hukum, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum skunder, maupun
bahan hukum tersier36.
Bahan hukum primer, berupa: Buku al-Muwathaha’, al-
Mudawwanah al-Kubra (Imam Malik bin Anas). Dilengkapi juga dengan
bahan- bahan skunder berupa buku-buku, diantaranya sebagai berikut:
Fiqih Mawaris Hukum Kewarisan Islam (Suparman Usman dan Yusuf
Somawinata), Hukum Kewarisan Islam (Idris Ramulyo), Kewarisan dalam
al-Qur’an (Ali Parman), Hukum Kewarisan Islam / Fiqih Mawaris (Hajar
M). Serta bahan hukum tersiernya yakni Al-Munawwir: Kamus Arab
Indonesia (Ahmad Warson Munawwir) dan lain-lain.
4. Tehnik Analisa Data
36 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinnjauan
Singkat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 12-14
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Metode yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini
adalah deskriptif dan yuridis normatif, berupa pernyataan, baik dari
metode penetapan hukum maupun substansi hukum itu sendiri.
Tehnik meggunakan analisa deskriptif karena bersifat
menggambarkan apa adanya dan mendeskripsikan pemikiran Imam Malik
terhadap hak waris bagi isteri yang telah habis masa iddah. yang mana
pemikirannya tersebut, tampak adanya pembaharuan dalam hukum
kewarisan Islam. Dan tehnik menggunakan analisa yuridis normatif yaitu
penganalisaan data yang diperoleh dalam penelitian dengan menggunakan
cara-cara yang lazim dalam studi ilmu hukum dan mengaitkan dengan
norma, asas, dan kaedah yang mengaturnya.
F. Sistematika Penulisan
Agar pembahasan skirpisi ini tidak keluar dari pokok pikiran dan
kerangka yang telah ditentukan, maka penulis menggunakan sistematika
sebagai berikut:
Bab Pertama Pendahuluan, yang berisikan Latar Belakang Masalah,
Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pikir, Metode
Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
Bab Kedua Pembahasan,  Tinjauan umum tentang ahli waris menurut
hukum Islam berupa, Pengertian dan Sumber hukum, Keutamaan dan Hijab,
dan Hak-hak ahli waris.
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Bab Ketiga Imam Malik dan pemikirannya, Biografi, Pendidikan dan
Karya, dan Pemikiran Imam Malik.
Bab Keempat Pemikiran Imam Malik tentang hak waris bagi isteri
yang telah habis masa iddah, meliputi: Pemikiran Imam Malik tentang hak
waris bagi isteri yang telah habis masa iddah, dan Pemikiran Imam Malik
tentang hak waris bagi isteri yang telah habis masa iddah menurut hukum
kewarisan Islam.
Bab Kelima Kesimpulan dan Saran.
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BAB II
AHLI WARIS MENURUT HUKUM ISLAM
A. Pengertian Dan Sumber Hukum
1. Pengertian
Ahli waris adalah orang-orang yang berhak atas harta warisan
yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal.37 Sementara menurut
defenisi lain,  sebagai berikut:
Muhammad Amin Suma, mendefenisikan ahli waris adalah orang
yang bernisbah (memiliki akses hubungan) kepada simayit karena ada
salah satu dari beberapa sebab yang menimbulkan kewarisan38.
Menurut Idris Ramulyo, mendefinisikan ahli waris adalah
sekumpulan orang atau seorang atau individu atau kerabat-kerabat atau
keluarga yang ada hubungan keluarga dengan yang meninggal dunia dan
berhak mewarisi atau menerima harta peninggalan yang ditinggal mati
oleh seseorang (pewaris)39.
Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah
orang yang saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau
hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak
terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris40.
37 Amir Syarifuddin, Op. Cit, h.56
38 Muhammad Amin Suma, Hukum Kewarisan Islam di Dunia Islam, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2002), h. 113
39 M. Idris Ramulyo, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan
Kewarisan Menurut Undang-undang Hukum Perdata (BW), (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 103
40 Seri perundang-undangan, Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum  Islam, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), h. 117
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Dari pemaparan tersebut diatas dapat pula disimpulkan bahwa,
ahli waris adalah sesorang atau sekumpulam orang yang ada hubungan
kerabat atau hubungan perkawinan dengan orang yang meninggal dunia
dan tidak ada suatu sebab hukum yang menghalangi untuk mendapatkan
harta warisan.
2. Sumber-Sumber Hukum
Dasar utama hukum kewarisan Islam ialah nash-nash yang terdapat
di dalam al-Qur’an dan hadits Nabi.
a. Nash-nash al- Qur’an antara lain:
1. Qs. an- Nisa’ (4):7










Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta
peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang
wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan
ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak
menurut bahagian yang telah ditetapkan”.41
2. Qs. An- Nisa’ (4): 8




41 Departemen Agama RI , Op.cit, h. 79
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



Artinya: “Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak
yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta
itu, (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka
perkataan yang baik”.42
3. Qs. An-Nisa’ (4): 11

























Artinya:  “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian
pusaka untuk) anak-anakmu.  yaitu : bahagian seorang
anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak
perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih
dari dua,  Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang
42 Ibid.
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ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja,
Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang
ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta
yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai
anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak
dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya
mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai
beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam.
(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah
dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar
hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu,
kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang
lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah
ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha
mengetahui lagi Maha Bijaksana.”43
4. Qs. An-Nisa’ (4): 12






















43 Ibid.
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





Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang
ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak
mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai
anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang
ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka
buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. para isteri
memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika
kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai
anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari
harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat
yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-
hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun
perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak
meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara
laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan
(seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis
saudara itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara
seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu
dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang
dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan
tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah
menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang
benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi
Maha Penyantun”. 44
5. Qs. An-Nisa’ (4): 33







44 Ibid. h. 80
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

Artinya: “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang
ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan
pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang
kamu Telah bersumpah setia dengan mereka, Maka
berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya
Allah menyaksikan segala sesuatu”.45
6. Qs. an-Nisa’ (4): 176


















Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah).
Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang
45 Ibid. h. 84
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kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia
tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara
perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu
seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan
saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta
saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak;
tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi
keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh
yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri
dari) Saudara-saudara laki dan perempuan, Maka
bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian
dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan
(hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan
Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.46
b. Hadits Nabi, antara lain:
1. Hadist Nabi dari Ibn Abbas menurut riwayat al-Bukhari, yang
berbunyi sebagai berikut:
 َع ْن ِا ْب ُن َع َّب ْسا َر ِض َي ُاللها ُهْنَع َق َا َل َاق , َل َر ُس ْو ُل ِاللها َص َل ُاللها ى َع َل ْي ِه َو َس ّل َم َا : ِْلح ّق ْو َفلاا َر ِئ َض ِب َا
 ْه ِل َها َف َم َب ا ِق َي ـَف ُه َو َِلا ْو َلى َر ُج ٍل َذ َك ٍر(هيلع قفتم) .47
Artinya: “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a bahwa beliau berkata:
“Rasulullah Saw. Bersabda: berikan harta pusaka kepada
pemiliknya (orang yang menerima fardlu). Sisa dari
hartanya, diberikaan kepada orang lelaki yang paling
dekat kepada orang yang meninggal”.
2. Hadits dari Ma’ql bin Yasar menurut riwayat, Abu Daud, yang
berbunyi sebagai berikut:
,ٍر اَسَي ْنِب ْلِقْعَم ْنَع ِفي َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُاللها َىلَص ِاللها ُلوُسَر َضَق :َلَاق ُدسُّلِاب اَن ْـيِف َناَك ًدِج
.ِس48
46 Ibid. h. 107
47 Al-Bukhari, Terjemah Hadits Shahih Bukhari, alih Bahasa: Zainudin Ahmad az-
Zubaidi, (Semarang: CV. Toha Putra, 1986), Jilid 2, h. 712
48 Muhammad Nashiruddin Al-Bani, Terjemah Shahih Sunan Ibnu Majah, alih bahasa:
Ahmad  Taufik Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 541
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Artinya: dari Ma’ql bin Yasar, ia berkata, Rasulullah SAW
menetapkan hukum harta warisan bagi seorang kakek
yang ada pada kita sebesar sperenam.
3. Hadits dari Abu Hurairah ra. Menurut riwayat Ibn Majah dan Abu
Daud, yang berbunyi sebagai berikut:
 َع ْن َا ِْبى ُه َر ـْي َر َة َع ْن َر ُس ْو ُل ِاللها َص َل ُاللها ى َع َل ْي ِه َو َس َّل َم ُهََّنا َق َلا ْا : ْل َق ِت ا ُل َلا َي ِر ُث.49
Artinya: Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, beliau
bersabda: seorang pembunuh tidak mewarisi.
4. Hadits dari Huzail bin Syurahbil menurut riwayat kelompok perawi
hadits selain muslim, yang berbunyi sebagai berikut:
ع َةَع ْـِيَبر ِنب َن اَمْلَسَو ِِّيرَعِشْلاا َسْوُم ِبيَا َلىِا ٌلُجَر ََءاج :َلَاق َلْيِبْح َرُش ِنْب ِلْيَُزلها ْن◌َ
 َأَسَف , ِّىِلِه اَِبلا اَمَو ُفْصِّنلا ِةَنْـب ِْلاِل :َلااَقَـف ,؟ٍُمأو ٍبَِلا ِتْخُاَو ,ٍنْبا ِةَنْـِباَو ,ِةَنْـِبا ْنَع اَُمَله
 َُهِبرْخَاَو ,ُهََلأَسَف ٍدْوُعْسَم َنْبا ُلُجرَّلا َتيََأف ,اَنُعِب اَتُيَسَف ٍدْوُعْسَم َنْبا ِتْئاَو ,ِتْخ ُْلاَِلف َيَِقب َاِبم
 َع َلاَقَـف :َلَاق ِِهب َضَق َاِبم يِضْقأَس ِّْنيِكَلَو ,َنْيِدَتْهُمْلا َنِم َاَنا َامَو اَذِا ُتْلَلَض ْدَق :ِاللهاُدْب
 ِْينَـثُلُـثلا َةَلِمْكَت ُس ُدُّسلا ِنْب ِْلاا ِةَنْـب ِِلاَو ,ُفْصِّنلا ِةَنْـب ِْلاِل :َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُاللها ىَلَص ِاللها ُلْوُسَر ,
 ِتْخُْلاَِلف َيَِقب اَمَو.50
Artinya: Dari Al Huzail bin Syurahbil, ia berkata, seorang laki-laki
datang menemui Abu Musa Al-Asy’aridan Salman bin
Rabi’ah Al Bahili lalu ia bertanya pada keduanya
mengenai harta warisan untuk seorang anak perempuan,
cucu perempuan, dan saudara perempuan kandung?
Keduanya menjawab, “anak perempuan mendapat
setengah dan sisanya untuk saudara perempuan simayit.
Temuilah Ibn Mas’ud, maka ia pasti mengikuti fatwa
kita. Laki-laki tadi datang menemui Ibn Mas’ud lalu
bertanya dan memberitahukan apa yang dikatakan oleh
kedua orang tersebut. Abdullah berkata, Aku telah sesat
jika demikian, aku bukan termasuk orang-orang yang
mendapat petunjuk, tetapi aku menetapkan hukum sesuai
dengan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW yaitu:
49 Ibid. h. 547
50 Ibid, h. 541
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anak perempuan mendapat setengah, cucu perempuan
mendapat seperenam menyempurnakan bagian dua.
5. Hadits dari Ali Bin Abi Thalib yang berbunyi sebagai berikut:
 ِنيَب اَنَـيَْعأ َّنَأ َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُاللها ىَلَص ِاللها ُلْوُسَر ىَضَق : َلََاق ٍبِل َاط ِْبيَأ ِنْب ِّيِلَع ْنَع
 ْوُـث َراَوَـتَـي ِّمْلأا َّلاَعْلا ِنيَب َنْوُد َن ِهِْيبِلآ ِِهتَوْخِا َنوُد ِهُِّمأَو ِهِْيَبِلآ َُهاخَا ُلُجَّرلا ُثَِري ,ِت
.51
Artinya:  Dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, Rasulullah SAW
menetapkan hukum bahwa saudara seibu saling
mendapatkan warisan bukan saudara sebapak, seorang
laki-laki dapat memberikan warisan kepada saudara
kandungnya bukan saudara sebapak saja.
B. Keutamaan dan Hijab
Hukum kewarisan Islam mengakui adanya prinsip keutamaan dalam
kekerabatan. Keutamaan dapat disebabkan oleh jarak yang lebih dekat kepada
pewaris antara seseorang dibandingkan dengan yang lain. Umpamanya anak
lebih dekat dibandingkan dengan cucu, begitu pula ayah lebih dekat kepada si
anak dibandingkan dengan saudara, karena hubungan anak kepada ayah secara
langsung sedangkan saudara kepada saudaranya (si anak) adalah melalui ayah.
Keutamaan itu dapat pula disebabkan oleh kuatnya hubungan kekerabatan.
Umpamanya saudara kandung lebih utama dibandingkan saudara seayah atau
seibu, karena saudara  kandung mempunyai dua garis kekerabatan yaitu
51 Ibid. h. 549
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melalui ayah dan ibu, sedangkan saudara seayah hanya melalui garis ayah dan
saudara seibu hanya melalui garis ibu52.
Dalam hukum Islam keutamaan itu lebih banyak ditentukan oleh jarak
hubungan dari pada garis hubungan kekerabatan. Oleh karena itu anak dalam
garis keturunan kebawah tidak lebih utama dari ayah dalam gais keturunan
keatas, karena kedua belah pihak mempunyai jarak hubungan yang sama53.
Adanya keutamaan dalam hubungan kekerabatan berpengaruh dalam
hak menerima warisan, dengan arti ahli waris yang lebih utama lebih berhak
menerima warisan dibandingkan dengan kerabat yang lebih jauh derajat
kerabatnya. Seseorang yang hubungan kerabatnya lebih jauh, baru berhak
mendapat warisan bila yanglenih utama sudah tidak ada54.
Adanya prinsip keutamaan terhadap hak kewarisan menyebabkan
pihak kerabat tertentu tertutup. Hal ini berarti hukum kewarisan Islam
mengenal adanya lembaga hijab55.
Hijab secara bahasa (etimologi) berarti al-man’u (menghalangi,
mencegah). Adapun secara istilah (terminologi) adalah terhalangnya seseorang
dari sebagian atau semua harta warisannya karena adanya ahli waris lain.
Dengan kata lain, hilangnya hak mewarisi seseorang, karena adanya ahli waris
yang lebih utama dari padanya, karena itu haknya tertutup56.
52 Amir Syarifuddin, Op.Cit, h. 47
53 Ibid, 48
54 Ibid.
55 Hajar  M, Op.Cit, 27
56 Moh. Muhibbin. Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum
Positif Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 80
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Adapun ahli waris yang ditutup hak pusakanya karena adanya ahli
waris yang lebih utama disebut dengan mahjub57.
Orang yang terhijab tidak berhak menerima harta warisan, sama halnya
dengan orang yang terhalang. Bedanya, orang yang terhalang tidak berhak
mendapat warisan disebabkan adanya aturan yang menentukan. Orang yang
terhijab disebabkan karena adanya kerabat lain yang lebih utama58.
Seseorang yang terhijab dianggab tidak ada, sehingga tidak
berpengaruh kepada ahli waris lain. Sedangkan ahli waris yang terhijab tetab
berstatus sebagi ahli waris, sedangkan ahli waris yang terhalang tidak dapat di
sebut ahli waris59.
Hijab terdiri dari dua macam, yaitu hijab hirman dan hijab nuqshan.
a. Hijab hirman, yaitu, tertutupnya (hilangnya) hak seorang ahli waris untuk
seluruhnya, karena ada ahli waris yang lebih utama dari padanya, seperti
saudara dari orang yang meninggal dunia tertutup (hilang) haknya jika
yang meninggal dunia itu meniggalkan anak atau cucu. Demikian pula
cucu jika ada anak laki-laki yang meninggal dunia.
Dari seluruh kerabat yang tidak dapat tertutup (hijab) haknya
(kecuali jika ada penghalang) yaitu:
1. Suami atau istri
2. Anak-anak baik laki-laki maupun perempuan
3. Ayah
57 Ibid.
58 Hajar  M, Op.Cit, 27
59 Ibid.
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4. Ibu
Agar lebih jelas, ahli waris yang menjadi mahjub karena adanya
hijab hirman, yaitu sebagai berikut:
1. Kakek mahjub oleh bapak
2. Nenek garis ibu mahjub oleh ibu
3. Nenek garis bapak mahjub oleh bapak
4. Cucu laki-laki mahjub oleh anak laki-laki
5. Cucu perempuan mahjub oleh anak laki-laki dan oleh anak perempuan
lebih dari seorang (jika tidak bersama cucu laki-laki).
6. Saudara kandung (laki-laki atau perempuan) mahjub oleh:
a. Anak laki-laki
b. Cucu laki-laki
c. Bapak.
7. Saudara sebapak laki-laki atau perempuan mahjub oleh:
a. Anak laki-laki
b. Cucu laki-laki
c. Bapak
d. Saudara kandung
e. Saudara kandung perempuan beserta anak atau cucu perempuan.
8. Saudara seibu laki-laki atau perempuan mahjub oleh:
a. Anak laki-laki
b. Cucu laki-laki
c. Bapak
d. Kakek
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9. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung mahjub oleh:
a. Anak laki-laki
b. Cucu laki-laki
c. Bapak
d. Datuk
e. Saudara laki-laki sekandung
f. Saudara laki-laki sebapak
g. Saudara perempuan sekandung atau sebapak yang menjadi asabah
ma’al ghair.
10. Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak mahjub oleh:
a. Anak laki-laki
b. Cucu laki-laki
c. Bapak
d. Datuk
e. Saudara laki-laki sekandung
f. Saudara laki-laki sebapak
g. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
h. Saudara perempuan sekandung atau sebapak yang menjadi asabah
ma’al ghair
11. Paman sekandung mahjub oleh:
a. Anak laki-laki
b. Cucu laki-laki
c. Bapak
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d. Kakek
e. Saudara laki-laki sekandung
f. Saudara laki-laki sebapak
g. Anak laki-laki saudara kandung
h. Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak
i. Saudara perempuan sekandung atau sebapak yang menjadi asabah
ma’al ghair.
12. Paman sebapak mahjub oleh:
a. Anak laki-laki
b. Cucu laki-laki
c. Bapak
d. Kakek
e. Saudara laki-laki sekandung
f. Saudara laki-laki sebapak
g. Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak
h. Annak laki-laki saudara laki-laki sekandung
i. Paman sekandung (dengan bapak)
j. Paman sebapak
k. Saudara perempuan sekandung atau sebapak yang manjadi asabah
ma’al ghair.
13. Anak laki-laki  dari paman sekandung mahjub oleh:
a. Anak laki-laki
b. Cucu laki-laki
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c. Bapak
d. Kakek
e. Saudara laki-laki sekandung
f. Saudara laki-laki sebapak
g. Anak laki-laki dari saudara sekandung
h. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak
i. Paman sekandung
j. Paman sebapak
k. Saudara perempuan sekandung atau sebapak yang menjadi asabah
ma’al ghair
l. Anak laki-laki dari paman sebapak mahjub oleh sebelas orang
tersebut diatas ditambah dengan anak laki-laki dari paman
sekkandung60.
b. Hijab Nuqshan, yaitu bergesernya hak seorang ahli waris dari bagian yang
besar menjadi bagian yang kecil, karena adanya ahli waris lain yang
mempengaruhinya, yakni sebagai berikut:
1. Suami, jika istri meninggal dunia dengan meninggalkan anak, baik
anak itu dari perkawinan dengan suami sekarang maupun dengan
suami sebelumnya. Dalam hal ini hak suami bergeser dari 1/2 menjadi
¼ warisan.
60 Moh. Muhibbin. Abdul Wahid, Op.Cit, h. 81-84
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2. Istri, jika suami meniggal dunia dengan meninggalkan anak, baik anak
itu dari perkawinan dengan sitri sekarang maupun dengan istri yang
lain. Dalam hal ini bergeser ¼ menjadi 1/8 bagian harta warisan.
3. Ibu, jika suami meninggalkan seorang anak atau dua orang saudara,
atau lebih, haknya begeser dari 1/3 menjadi 1/6 harta warisan.
4. Cucu perempuan, jika yang meniggal dunia meninggalkan seorang
anak perempuan bergeser haknya dari 1/6 menjadi 1/6, yaitu untuk
melengkapi hak anak perempuan menjadi 2/3, tetapi jika ada dua orang
anak perempuan atau ada anak laki-laki maka hak cucu perempuan
hilang seluruhnya.
5. Saudara perempuan seayah, jika ada seorang saudara perempuan
kandung, bergeser haknya dari 1/2 menjadi 1/6, yaitu untuk
melengkapi 2/3, tetapi jika saudara perempuan kandung ada dua orang
atau lebih atau ada saudara laki-laki kandung maka hak saudara
perempuan seayah hilang seluruhnya61.
C. Hak-hak Ahli Waris
Adapun faktor yang menyebabkan hubungan kewarisan adalah: adanya
hubungan darah atau kekerabatan dan adanya hubungan perkawainan
Hubungan ditentukan pada saat terjadinya peristiwa kelahiran62.
Diantara syarat beralihnya harta seseorang yang telah mati kepada
yang masih hidup ialah adanya hubungan silaturrahmi atau kekerabatan antara
61 Ibid, h. 80-81
62 Hajar M,Op. Cit, h. 17
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keduanya. Adanya hubungan kekerabatan ditentukan oleh adanya hubungan
darah. Adanya hubungan darah ditentukan pada saat adanya kelahiran63.
Selain hubungan kekerabatan, adanya hubungan kewarisan juga
disebabkanh oleh hubungan perkawinan. Ayat 12 surat an-Nisa’ menyatakan
adanya kewarisan suami dan isteri.
Berlakunya hubungan kewarisan antara suami dan isteri didasarkan
kepada dua ketentuan. Pertama, bahwa antara keduanya telah berlangsung
akad nikah yang sah64. Ketentuan kedua, bahwa antara suami dan isteri masih
berlangsung ikatan perkawinan pada saat meninggalnya salah satu pihak.65
Adapun ahli waris dan hak-hak yang diterima oleh masing-masing
ahli waris adalah sebagai berikut:
1. Ahli waris Dzawil Furudl
a. Yang berhak mendapatkan bagian setengah (1/2) dari harta warisan
adalah:
1. Suami, yaitu apabila istri yang meninggal dunia itu tidak
meninggalkan anak dan tidak pula ada anak dari anak laki-laki,
maupun perempuan.
2. Anak perempuan tunggal, atau tidak mempunyai saudara yang lain.
3. Anak perempuan dari anak laki-laki, yaitu jika tidak memiliki anak
perempuan, serta tidak ada ahli waris lain yang menjadi
penghalang perolehan warisan (mahjub).
63 Amir Syarifuddin, Op.Cit, h. 28
64 Ibid, h. 22
65 Hajar  M, Op.Cit, h. 22
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4. Saudara perempuan kandung, yaitu ketika dia seorang diri serta
tidak ada orang yang menghalanginya
b. Yang berhak mendapatkan bagian seperempat (1/4) dari harta warisan
adalah:
1. Suami, jika istri yang meninggal dunia meninggalkan anak laki-
laki atau perempuan dan atau, meninggalkan anak dari anak laki-
laki, baik laki-laki maupun perempuan
2. Isteri atau beberapa isteri (tidak lebih dari empat orang), jika suami
yang meninggal tidak meniggalkan anak (laki-laki atau
perempuan), atau tidak juga anak dari anak laki-laki (baik laki-laki
atau perempuan)
c. Yang berhak mendapatkan bagian seperdelapan (1/8) dari harta
warisan adalah:
1. Isteri atau beberapa isteri (tidak lebih dari empat orang), jika
suaminya yang meninggal dunia tidak meninggalkan anak (laki-
laki atau perempuan), atau anak dari anak laki-laki (laki-laki atau
perempuan)
d. Yang berhak mendapatkan bagian dua pertiga (2/3) dari harta warisan
adalah:
1. Dua anak perempuan atau lebih, dengan syarat tidak ada anak laki-
laki
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2. Dua anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki, apabila tidak
ada anak perempuan serta tidak ada ahli waris lain yang menjadi
penghalang dari perolehan warisan (mahjub)
3. Dua orang  saudara perempuan kandung (seibu sebapak)atau lebih,
yaitu jika tidak ada ahli waris lain yang menghalanginya.
4. Dua orang saudara perempuan seayah atau lebih, yaitu ketika tidak
ada saudara perempuan kandung serta tidak ada ahli waris lain
yang menjadi penghalang perolehan warisan (mahjub)
e. Yang berhak mendapatkan bagian sepertiga (1/3) dari harta warisan
adalah:
1. Ibu, jika yang meninggal dunia tidak meninggalkan anak atau anak
dari anak laki-laki (cucu laki-laki atau perempuan), dan tidak pula
meninggalkan dua orang saudara atau lebih, baik laki-laki ataupun
perempuan
2. Dua saudara atau lebih yang seibu, baik laki-laki maupun
perempuan, jika tidak ada orang lain yang berhak menerima.
f. Yang berhak memperoleh seperenam (1/6) dari harta warisan adalah:
1. Ayah si mayit, jika yang meninggal tersebut mempunyai anak atau
anak dari anak laki-lakinya
2. Ibu, jika ia mempunyai anak atau anak dari anak laki-laki, atau
beserta dua saudara kandung atau lebih, baik saudara laki-laki
maupun perempuan yang seibu seayah, seayah saja, atau seibu saja.
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3. Kakek (ayah dari ayah), yaitu jika beserta anak atau anakdari anak
laki-laki, dan tidak ada ayah
4. Nenek (ibu dari ibu atau ibu dari ayah), jika tidak ada ibu
5. Satu orang anak perempuan dari anak laki-laki (cucu) atau lebih,
yaitu ketika bersama-sama dengan seorang anak perempuan, serta
tidak ada ahli waris lain yang menghalanginya (mahjub)
6. Saudara perempuan yang sebapak. Yaitu, yaitu ketika bersama-
sama dengan saudara perempuan yang seibu seayah (kandung),
serta tidak ada ahli waris lain yang menghalanginya
7. Saudara laki-laki atau perempuan seibu, yaitu jika tidak ada (hijab)
yang menghalanginya66
2. Ahli waris Ashabah
Ahli waris Asabah yaitu bagian sisa setelah diambil oleh ahli waris
ashab al-furud. Sebagai penerima sisa, ahli waris asabah terkadang
menerima bagian banyak (seluruh harta warisan), terkadang menerima
sedikit tetapi terkadang tidak menerima bagian sama sekali, karena habis
diambil ahli waris ashab al-furud67.
a. Asabah bi nafsih
Asabah bi nafsih itu seluruhnya adalah laki-laki yang secara
berurutan adalah sebagai berikut:
1. Anak laki-laki
66 Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, Fiqih Wanita, (Jakarta: Pustaka Al-Kuasar,
1998), h. 510-511
67 Ahmad Rofiq, Op.Cit, h. 60
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Anak laki-laki baik sendirian atau lebih, berhak atas seluruh
harta bila tidak ada ahli waris yang lain atau sisa harta setelah
diberikan lebih dahulu hak ahli waris furudl yang berhak. Dengan
adanya anak laki-laki sebagai asabah, maka ahli waris lain yang
dapat mewarisi bersama anak laki-laki (sebagai dzawil furudl)
yaitu ayah, ibu atau nenek, suami atau istri. Bila anak laki-laki
terdiri dari beberapa orang, mereka berbagi sama banyak68.
2. Cucu laki laki (melalui anak laki-laki)
Cucu laki-laki mewarisi sebagai ahli waris asabah bila
anak sudah meninggal, baik anak itu adalah ayahnya atau saudara
dari ayahnya. Kewarisan cucu laki-laki sama dengan kewarisan
anak laki-laki. Ia dapat mewarisi bersama dengan ahli waris yang
dapat mewarisi bersama anak laki-laki dan menutup orang yang
ditutup oleh anak laki-laki.
3. Ayah
Ayah berkedudukan sebagai ahli waris asabah bila pewaris
tidak meninggalkan anak atau cucu laki-laki. Dengan kehadiran
anak atau cucu laki-laki ayah hanya akan menerima sebagai dzawil
furudl sebesar 1/6. Ahli waris yang dapat mewarisi bersama ayah
sebagai dzawil furudl adalah anak perempuan, ibu, suami atau istri.
4. Kakek
68 Amir Syarifuddin, Op. Cit, h. 233
36
Kakek berkedudukan sebagai ahli waris asabah bila dalam
susunan ahli waris tidak ada anak atau cucu laki-laki dan tidak ada
pula ayah. Pada umumnya kewarisan kakek sama dengan ayah,
karena hak kewarisan kakek merupakan perluasan dari pengertian
ayah. Oleh karena itu, kedudukan kakek adalah sebagai pengganti
ayah bila ayah sudah meninggal lebih dahulu, baik sebagai ahli
waris furudl, atau asabah, ia akan menutup orang-orang yang
ditutup oleh ayah dan dapat mewaris dengan orang-orang yang
dapat mewarisi bersama ayah.
5. Saudara kandung laki-laki
Saudara kandung laki-laki menjadi ahli waris asabah bila ia
tidak mewarisi bersama anak atau cucu laki-laki dan tidak juga
ayah.
6. Saudara laki-laki seyah
Saudara laki-laki seayah berkedudukan sebagai asabah,
dengan syarat tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, saudara
kandung laki-laki. Ia dapat mewarisi bersama anak atau cucu
perempuan, ibu atau nenek, suami atau istri, saudara seibu laki-laki
atau perempuan, dan saudara kandung perempuan dan saudara
seayah perempuan yang bersama menjadi asabah bi ghairihi
dengan saudara seayah laki-laki69.
7. Anak saudara kandung laki-laki
69 Ibid. h. 238
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Anak saudara kandung laki-laki menjadi ahli waris asabah
bila tidak ada anak atau cucu laki-laki, ayah atau kakek, saudara
kandung laki-laki dan saudara seayah laki-laki. Ia dapat mwaris
bersama anak atau cucu  perempuan, saudara perempuan kandung,
atau seayah, ibu atau nenek, suami atau isteri, saudara seibu laki-
laki atau perempuan. Kewarisan anak atau saudara kandung laki-
laki adalah sebagaimana kewarisan saudara kandung laki-laki
dalam segala bentuknya.
8. Anak saudara seayah laki-laki
Anak saudara seayah laki-laki hanya dapat menjadi ahli
waris asabah bila ia tidak mewarisi bersamanya anak atau cucu
laki-laki, ayah atau kakek, saudara laki-laki kandung atau seayah
dan anak saudara laki-laki kandung. Ia dapat mewarisi bersama
anak atau cucu perempuan kandung atau seayah, suami atau istri,
saudara seibu laki-laki atau perempuan.
9. Paman kandung
Paman kandung ialah saudara kandung dari ayah. Paman
kandung menjadi ahli waris asabah bila saat mewarisi tidak ada:
anak atau cucu laki-laki, ayah atau kakek, saudara laki-laki
kandung atau seayah, anak laki-laki dari saudara kandung atau
seayah. Ia dapat bersama-sama mewarisi dengan anak atau cucu
perempuan, ibu atau nenek, saudara perempuan kandung atau
seayah, saudara seibu laki-laki atau perempuan, suami atau isteri.
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Bila ahli waris hanyalah paman sendirian, maka ia
mengambil semua harta dan bila ia bersama dengan ahli waris lain
yang berhak ia mengambil sisa harta sesudah dibagikan hak ahli
waris furudl. Kalau ia ada beberapa orang mereka berbagi sama
banyak.
10. Paman seayah
Paman seayah adalah saudara seayah dari ayah. Ia berhak
atas warisan secara asabah bila sudah tidak ada diantara ahli waris
itu anak atau cucu laki-laki, ayah atau kakek, saudara laki-laki
kandung atau seayah, anak laki-laki saudara laki-laki kandung atau
seayah dan paman kandung. Paman seayah dapat mewarisi
bersama-sama dengan anak atau cucu perempuan, ibu atau nenek,
suami atau istri, saudara perempuan kandung atau seayah, saudara
seibu laki-laki atau perempuan.
Bila sendirian ia menerima seluruh harta dan bila ia
bersama dengan ahli waris lain secara furudl, maka ia mengmbil
sisa hartam sesudah dibagikan kepada ahli waris furudl. Bila ia
beberapa orang maka ia berbagi sama banyak.
11. Anak paman kandung
Anak paman kandung menjadi ahli waris secara asabah bila
sudah tidak ada anak atau cucu laki-laki, ayah atau kakek, saudara
laki-laki kandung atau seayah, anak laki-laki saudara kandung atau
seayah, paman kandung atau seayah. Ia dapat mewarisi bersama
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anak atau cucu perempuan, ibu atau nenek, saudara perempuan
kandung atau seayah, saudara seibu laki-laki atau perempuan,
suami atau istri.
Bila ia sendiri ia dapat mengambil semua harta, sedangkan
bila ia bersama lainnya yang berhak ia mengambil sisa harta
sesudah  dibagikan kepada ahli waris. Bila ia ada beberapa orang
maka ia dibagi sama banyak.
12. Anak paman seayah
Anak paman seayah mewarisi secara asabah bila tidak
ada anak atau cucu laki-laki, ayah atau kakek, saudara laki-laki
kandung atau seayah, anak saudara laki-laki kandung atau seayah,
paman kandung atau seayah, dan anak paman kandung pewaris
bersamanya. Ia dapat mewarisi bersama anak atau cucu perempuan,
ibu atau nenek, saudara perempuan kandung atau seayah, saudara
seibu laki-laki atau perempuan, suami atau istri. Bila ia seoarang
diri maka ia dapat mengambil semua harta warisan tersebut dan
sedangkan ia bersama ahli waris lannya ia mengambil sisa harta
dan bila ia ada beberapa orang mereka berbagi sama banyak70.
b. Asabah Bil Ghairihi
Yang berhak menjadi ahli waris asabah bil ghairihi adalah:
1. Anak perempuan bila bersama dengan anak laki-laki atau anak
laki-laki dari anak laki-laki. Bila ahli waris hanya mereka berdua,
70 Ibid, h. 238-243
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keduanya mengambil semua harta dan bila ada ahli waris yang lain
mereka mendapat sisa harta.
2. Cucu perempuan bersama dengan cucu laki-laki atau anak laki-laki
dari cucu laki-laki. Cucu perempuan itu dapat menjadi asabah oleh
laki-laki yang sederajat dengannya atau yang berada satu tinngkat
dibawahnya. Kalau ahli waris hanya mereka saja, maka mereka
berhak atas seluruh harta, sedangkan kalau bersama mereka ada
ahli waris furudl, mereka mengambil sisa harta sesudah pembagian
dzawil furudl.
3. Saudara perempuan kandung bersama saudara laki-laki kandung
Saudara perempuan kandung menjadi asabah karena
keberadaan saudara lakil-laki kandung (saudara laki-lakinya) saat
mewarisi harta. Bila ahli waris hanya mereka saja, keduanya
mengambil semua harta dan bila ada ahli waris lain bersamanya,
mereka mengambil sisa harta yang tinggal.
4. Saudara seayah perempuan bersama saudara seayah laki-laki
Saudara seayah perempuan menjadi ahli waris asabah bila diajak
menjadi asabah oleh saudaranya yang laki-laki. Ia mengambil
seluruh harta bila ahli waris yang berhak hanyalah mereka berdua.
Bila ada ahli waris lain yang mewarisi secara dzawil furudl maka
mereka mengambil sisa harta yang ditinggal71.
71 Ibid, h. 244-246
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c. Asabah Ma’a Ghair
Yang berhak menjadi ahli waris asabah ma’a ghair adalah:
1. Saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih) karena
bersama dengan anak perempuan (seorang atau lebih), atau
bersama dengan perempuan garis laki-laki (seorang atau lebih).
2. Saudara perempuan seayah (seorang atau lebih) bersama dengan
anak atau cucu perempuan (seorang atau lebih)72.
Ahli waris asabah ma’al ghair mendapatkan sisa harta
peninggalan setelah pembagian ashabul furudl. Jadi, manakala harta
peninggalan setelah pembagian ashabul furudl dan ahli waris lainnya
tidak tersisa, maka ahli waris asabah ma’al ghair tidak mendapat
bagian73.
3. Ahli waris Dzawil Arham
Adapun ahli waris kelompok Dzawil Arham itu adalah:
a. Kerabat garis keabawah, yaitu semua keturunan yang hubungannnya
kepada pewaris melalui perempuan, seperti anak laki-laki maupun
anak perempuan dari anak perempuan atau anak dari cucu yang
perempuan.
b. Kerabat garis keatas (leluhur) yang hubungannya kepada pewaris
melalui perempuan, seperti ayah dari ibu dan dan seterusnya keatas.
72 Ahmad Rofiq, Op.Cit, h. 62
73 Suparman Usman, Yusuf Somawinata, Fiqih Mawaris Hukum Kewarisan Islam,
(Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. 79
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c. Kerabat garis kesamping pertama, yaitu anak dari saudara perempuan,
anak perempuan dari saudara laki-laki, dan anak dari saudara seibu.
d. Kerabat garis kesamping kedua, yaitu saudara seibu dari ayah, saudara
perempuan dari ayah kandung atau seayah, anak perempuan dari
paman serta keturunannya, dan saudara dari ibu dalam segala
bentuknya.
e. Kerabat garis kesamping ketiga, yaitu saudara kakek atau nenek
sebagaimana yang berlaku pada ayah atau ibu.
f. Ulama yang mengakui adanya ahli waris Dzawil Arham sepakat
menetapkan bahwa adanya hak kewarisan dzawil arham itu bila tidak
ada ahli waris asabah dan bila ada sisa harta yang ada, tidak ada sisa
harta seacara radd. Misalnya ahli waris yang ada hany suami atau istri
yang tidak dapat menerima radd74.
74 Hajar M, Op. Cit, h. 94-95
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BAB III
IMAM MALIK DAN PEMIKIRANNYA
A. Biografi
Malik lahir di sebuah kota yang namanya Darul Hijrah. Darul Hijrah
itu adalah negeri tempat hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekkah ke
Yatsrib yang kemudian dinamakan Al-Madinah An-Nabawiyah atau dikenal
dengan  kota Al-Madinah. Kota tersebut terkenal sebagai kota termulia kedua
di dunia setelah Al-Makkatul Mukarramah. Di kota inilah yang menjadi pusat
ahli hadist75.
Nama lengkap Imam Malik adalah Abdullah Malik ibn Anas ibn Malik
ibn Abi Amir ibn’Umar bin Al-Haris (93H-179H)76. Datuk yang kedua Abu
Amir ibn Umar merupakan salah seorang sahabat Rasulullah Saw yang ikut
berperang bersama beliau, kecuali dalam perang Badar. Datuk Malik yang
pertama yaitu Malik bin Amar dari golongan Tabi’in gelarnya ialah Abu Anas.
Diceritakan dari Umar, Talhah, Aisyah, Abu Hurairah dan Hasan bin Thabir
semoga Allah melimpahkan keridhaan-Nya atas mereka semua, datuk Imam
Malik adalah seorang dari yang empat yang ikut menghantarkan dan
mengebumikan Utsman bin Affan, datuknya termasuk salah seorang penulis
ayat suci Al-Qur’an semasa Khalifah utsman memerintahkan supaya
mengumpulkan ayat suci Al-Qur’an. Sejarah Anas bapaknya Imam Malik
tidak disebutkan dalam buku-buku sejarah, apa yang diketahui beliau tinggal
75 M.T. Hasbi Ash shiddiqy, Pengantar Ilmu Fiqih, ( Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h.
141
76 Malik bin Anas , Muwaththa, (Beirut:Darul Fikr, 1989), h.5
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disuatu tempat yang benama Zulmarwah, nama suatu tempat di padang pasir
disebelah utara Al-Madinah. Bapak Imam Malik bukan seorang yang biasa
menuntut ilmu walaupun demikian beliau pernah mempelajari sedikit banyak
hadist-hadist Rasulullah, beliau bekerja sebagai pembuat panah untuk sumber
nafkah keluarganya77.
Imam Malik disuatu tempat yang bernama Zulmarwah disebelah Utara
Al-Madinatul Munawwarah. Kemudian beliau tinggal di Al-Akik buat
sementara waktu, yang akhirnya beliau menetap di Madinah78.
Jika dilihat silsilah keturunan Imam Malik di atas, mereka adalah
termasuk orang yang ‘alim dan banyak menghafal hadits-hadits Nabi Saw.
Dalam satu riwayat bahwa beliau berada dalam kandungan ibunya
selama 3 (tiga) tahun dan dilahirkan dikalangan rumah tangga yang ahli dalam
bidang ilmu hadits dan hidup dalam masyarakat yang berkecimpung dengan
hadist Nabi Saw dan Atsar79. Sebagian besar hidup Imam Malik dilalui di
Madinah dan sepanjang riwayat yang ada ia tidak pernah meninggalkan kota
itu. Oleh seba itu, Imam Malik hidup sesuai dengan masyarakat Madinah dan
Hijaz, suatu kehidupan yang sederhana dan jauh dari pengaruh kebudayaan
sebagai problematikanya80.
77 Ahmad Asy-Syurbasi, Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab, (Jakarta: Bumi
Aksara, 1991), h. 72-73
78 Ibid.
79 Zulfran Rahman, Kajian Sunnah Nabi Saw sebagai Sumber Hukum Islam, (Jakarta:
CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1995), h. 224
80 Farouq Abd Zaid, Hukum Islam Antara Tradisional dan Modern, terjemahan, Husain
Muhammad, (Jakarta: P3M, 1986), Cet-I, h. 20
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Imam Malik dikenal sebagai seorang mujtahid yang kuat pendiriannya
dan konsisten terhadap hasil ijtihadnya meskipun harus berseberangan dengan
paham kebijakan rezim penguasa. Hal ini dapat terlihat dengan adanya kasus
penyiksaan terhadap dirinya oleh khalifah al- Mansur dari Bani Abbasiyyah di
Baghdad81.
Tidak ada sejarah hidup anak manusia yang mulus tanpa aral
melintang serta asam garam dan pahit getirnya hidup perjalanan di dunia ini.
Lebih-lebih lagi perjalanan hidup orang besar, seperti para Nabi dan para
Rasul, juga para Sahabat beliau dan kemudian para Ulama’ auliya’ullah
(kekasih Allah). Demikian pula kehidupan yang dijalani Imam Malik bin
Anas.
Sepanjanng riwayat, ketika Imam Malik berusia 54 tahun dikala itu
pemerintahan Islam di tangan Khalifah Abu Ja’far Al-Mansur yang beribu
kota di Baghdad dan selaku gubernur di Madinah sebagai wakil kepala Negara
yakni Ja’far bin Sulaiman Al-Husyimy82.
Diantara sebagian pendapat ahli sejarah yang tertera ialah beliau azab
karena pendapatnya yang menyebutkan bahwa tidak sah talak orang yang
dipaksa, hal ini berlandaskan dari sabda Rasulullah Saw:
 َع ْن َا ِبي َذ ِر ْلا ِغ َف ِرا َر ي ِض َي ُاللها َع ْن ُه َاق َل َق : َلا َر ُس ْو ُل ِاللها َص َل ُاللها ى َع َل ْي ِه َو َس َّل َم ِا َّن َاللها ََتج َوا ُز َع ْن
 ُا َّم ِتي َْلخا َط ِءا َو ِّسلا َي ُنا َو َم ْسا ا َت َك ُر ُه َو َع َل ْي ِه.
81 Huzaimah Tahido Yanggo, Pengantar perbandingan Mazhab, ( Jakarta: Logos, 1997),
h.105
82 Moenawar Chalil, Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab, (Jakarta: Bulan Bintang,
1995), h. 109
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Artinya: “Dari Abu Zar al-Ghifari ra. Berkata: berkata Rasulullah.
Sesungguhnya Allah melewatkan hukuman terhadap hambanya itu
bersalah, lupa dan k arena sesuatu yang dipaksakan kepadanya”83.
Hadits ini menjadi landasan bahwa orang yang menjatuhkan talak
karena dipaksa maka tidak jatuh talaknya, dengan demikian Khalifah Ja’far
bin Sulaiman al-Husyimy tidak suka mendengar hadits tersebut disebabkan
karena hadis ini dijadikan sebagai hujjah bagi musuh beliau, karena dengan
hadist tersebut pihak musuh akan menolak perjanjian (bai’ah) pelantikan
Ja’far lantaran mereka dipaksa.
Ja’far bin Sulaiman al-Husyimy pernah melarang Imam Malik  supaya
tidak menggunakan hadits yang tersebut diatas. Imam Malik tidak mau
menuruti perintah oleh karena itu beliau disiksa84. Beliau juga pernah
menyuruh beberapa orang utusan untuk menanyakan pendapat Imam Malik
tentang permasalahan tersebut. Imam Malik memberikan pendapatnya dengan
berterus terang dan hal ini disaksikan oleh beberapa orang yang diutus oleh
Ja’far lantaran itu beliau memerintahkan supaya menangkap, dan memukulnya
sebanyak tujuh puluh rotan sehingga beliau terjatuh.
Setelah berita penyiksaan terhdap Imam Malik diketahui oleh
penduduk Madinah maka banyak diantara mereka yang keluar berontak
sebagai bantahan terhadap perbuatan yang kejam itu. Khalifah Abu Ja’far Al-
Mansur berduka cita atas penyiksaan terhadap Imam Malik. Mereka mersa
83 Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, Sunan Ibnu Majah, (Beirut: Darul
Fikr, 1995), h. 642
84 Ahmad Syurbasi, Op.Cit, h.96
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ragu dengan apa yang telah baru terjadi karena beliau sangat menghormati
Imam Malik85.
Imam Malik meninggal pada hari Ahad, tanggal 14 Rabi’ul Awwal
tahun 179 H (menurut sebagian pendapat, tahun 169 H) di Madinah86, beliau
meninggalkan empat orang anak yang shlih-shalihah yakni Yahya,
Muhammad, Hammad dan Ummul Baha’.
B. Pendidikan dan Karya Imam Malik
1. Pendidikan
Beliau mempelajari ilmu pada ulama-alama Madinah, diataranya
para tabi’in, para cerdik pandai, dan para ahli hukum agama.
Imam Malik mula-mula belajar membaca al-Qur’an dan
menghafalnya, sehingga dalam usia remaja ia telah hafal al-Qur’an, baru
kemudian ia belajar hadits dan menghafalnya. Permintaan Malik bin Anas
kepada ibunya untuk mengunjungi majlis pengajian para ulama,
dibolehkan bahkan dengan senang hati ibunya menyuruh Malik bin Anas
untuk mendatangi ulama Rabi’ah (wafat tahun 136 H) untuk belajar87.
Diantara guru-gurunya adalah Abd. al-Rahman ibn Hurmuz Al-
‘Araj, Imam Malik pernah berguru kepadanya selama lebih kurang tujuh
tahun. Dalam masa tersebut beliau tidak pernah pergi belajar kepada guru
yang lain. I Beliau pernah memberi buah kurma kepada anak-anaknya
85 Ibid.
86 Malik bin Anas, Loc.Cit
87 Muhammad Khudari, Tarikh al-Tasyri’ al-Islami, (Singapura-Jeddah: Al-Haramain,tt),
h. 239
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Abdul Rahman dengan tujuan supaya mereka memberitahukan kepada
mereka yang hendak datang menemui Abdul Rahman bahwa dia sedang
sibuk. Tujuan beliau ialah supaya Syekh Abdul Rahman dapat
mencurahkan waktu untuknya dengan itu dapatlah beliau leluasa
mempelajari sebanyak yang beliau sukai. Kadangkala beliau belajar
dengan Syekh itu satu hari penuh88.
Diantara guru Imam Malik adalah ‘Abd al- Rahman ibn Hurmuz,
Nafi’ Maula ibn ‘Umar, dan Ibn Syihab al-Zuhri. Sedangkan gurunya
dalam bidang fiqih Islam adalah  Rabi’ah ibn ‘Abd al-Rahman atau
dikenal dengan Rabi’ah al-Ra’y.
Ibn Syihab al-Zuhri adalah salah seorang ahli fiqih dan ahli hadits.
Pada zamannya, dialah ulama yang paling mengetahui Sunnah. Dalam al-
Muwaththa’ Imam Malik meriwayatkan 132 hadits dari Ibn Syihab,
sedangkan dari Nafi’ Maula ibn ‘Umar, yang terkenal sebagai ahli hadits,
Imam Malik meriwayatkan 82 hadits89.
Masa muda Imam Malik disibukkan dengan menuntut ilmu. Mula-
mula Imam Malik menghafal sunnah, atsar, dan fatwa-fatwa sahabat.
Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa pada usia yang sanagt muda,
Imam Malik minta izin kepada ibunya untuk mengikuti pengajian para
ulama. Saat itu ibunya yang bernama Alamiyah binti Sarik al-Azdiyah
memilihkan baju terbaru dan memasangkan surban dan ibunya berkata:
88 Ahmad Asy-Syurbasi, Op.Cit, h.76
89 Jaih Mubarok, Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam, (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2003), h. 79-80
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“pergilah kepengajian Rabi’ah ibn Abd. Al-Rahman dan tulislah apa yang
kamu dapati darinya”. Riwayat ini menunjukkan bahwa sejak kecil Imam
Malik gemar mencari ilmu. Bahkan sering pula terjadi sepulang pengajian,
Imam melewati pepohonan rindang sambil menghafal yang ia dapati dari
pengajian. Ketika saudarnya melaporkan kebiasaan Imam Malik kepada
ayahnya, ayahnya berkata: “biarkan ia menghafal hadits-hadits Nabi
Saw”90.
Setelah mendapat bekal ilmu yang banyak di negeri Madinah daan
tahu kekuatan ilmunya, beliau kemudian meminta pendapat kepada para
ulama untuk duduk dikursi fatwa. Imam Malik Berkata, “ saya tidak duduk
dikursi fatwa ini, kecuali setelah mendapat izin dari tujuh puluh Syeikh
yang ahli ilmu bahwa saya memang layak untuk itu”91.
2. Karya-Karya Imam Malik
Kecintaan Imam Malik kepada ilmu menjadikan hamper seluruh
hidupnya diabdikan dalam dunia pendidikan. Sehingga dengan ilmu yang
beliau dapatkan, melahirkan kitab-kitab yang menjadi rujukan umat Islam
waktu itu hingga sekarang.
Diantara karya-karya Imam Malik tersebut adalah Kitab al-
Muwaththa’, merupakan karya monumental Imam Malik yang masih
ditemukan sampai sekarang. Kitab ini memuat hadits-hadits shahih,
perbuatan orang-orang madinah, fatwa-fatwa sahabat dan tabi’in yang
90 Muhammad Abu Zahrah, Malik Hayatuhu wa Asruhu wa Ara-uhu wa fiqhuhu, (Mesir:
Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1952),  Cet. Ke-2, h. 25
91 Rasyad Hasan Khalil, Tarikh Tasyri’, Terjemahan, Nadirsyah Hawari, (Jakarta:
Amzah, 2009), h. 180
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disusun secara sistematis mengikuti sistematika penulisan fiqh.
Keistimewaan dari kitab Al-Muwaththa’ adalah bahwa Imam Malik
merinci berbagai persoalan dan kaidah-kaidah fiqhiyah yang diambil dari
hadits-hadits dan atsar. Kitab yang disusunnya selama empat puluh tahun
ini sesungguhnya merupakan satu-satunya kitab yang paling komprehensif
dibidang hadits dan fiqh. Sistemmatis dan ditulis dengan cara yang sangat
baik pada masa itu92.
Adannya aspek hadits dalam kitab ini, adalah karena al-
Muwaththa’ banyak mengandung haditts-hadits yang berasal dari
Rasulullah Saw atau dari sahabat dan Tabi’in. hadits-hadits ini diperoleh
dari sejumlah orang yang diperkirakan sampai sejumlah 95 orang yang
kesemuanya dari penduduk Madinah, kecuali enam orang saja, yaitu: Abu
al-Zubair (Makkah), Humaid al-Ta’wil dan Ayyub al-Sahtiyany (Bashra),
Atha’ ibn Abdullah (Khurasan), Abd. Karim (Jazirah), Ibrahim ibn Abi
‘Ablah (Syam)93.
Imam Malik mengumpulkan sejumlah besar hadits dalam kitabnya
al-Muwaththa’ itu kemudian memilihnya selam bertahu-tahun. Bahkan
ada riwayat mengatakan, bahwa Imam Malik dalam Imam Malik dalam al-
Muwaththa’ telah mengummpulkan 4000 buah hadits. Hadits-hadits itu
dipilih oleh Imam Malik setiap tahun, mana yang lebih sesuai untuk kaum
mmuslimin dan mana yang paling mendekati kebenaran.
92 Farouq Abu Zaid, Op.Cit, h. 23
93 Huzaemah Tahido Yanggo, Op. Cit, h. 117
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Adappun yang dimaksud kandungan dari aspek kitab Fiqih, adalah
karena al-Muwaththa’ disusun berdasarkan sistematika dengan bab-bab
pembahasan seperti layaknya kitab fiqih. Ada bab kitab Thaharah, kitab
Shalat, kitab Zakat, kitab Syiam, kitab Nikah dan seterusnya. Setiap kitab
dibagi lagi menjadi beberapa pasal, yang setiap pasal-pasalnya
mengandung pasal-pasal yang hamper sejenis, seperti pasal shalat jama’ah,
shalat safar dan seterusnya.
Demikian Kitab al-Muwaththa’ adalah kitab yang menuat hadits da
fiqh, kehadiran kitab ini telah membuka cakrawala berfikir umat terhadap
bagaimana cara menulis sunnah, kemudian mendapatkan sambutan hangat
dari masyarakat, terutama kalangan ulama. Banyak ulama yang datang
minta riwayat hadits dari Imam Malik. Melihat sambutan yang sangat
semarak itu, al-Manshur berhasrat untuk menyebarkannya ke berbagai
daerah. Namun Imam Malik melarangnya, sebab para sahabat menyebar di
mana-mana dan mereka meriwayatkan suatu hadits yang tidak
dirwayatkan oleh ulama-ulama Hijaz dipegang oleh Imam Malik94.
Diantara karya Imam Malik adalah kitab al-Mudawwanah al-
Kubra yang merupakan kumpulan risalah yang memuat tidak kurang dari
1036 masalah dari fawa Imam Malik yang dikumpulkan Asad ibn al-
Furatal-Naisabury yang berasal dari Tunis. Asad ibn al-Furat tersebut
pernah menjadi murid Imam Malik, dan pernah mendengar al-Muwathta’
dari Imam Malik kemudian ia pergi ke Irak. Asad ibn al-Furat bertemu
dengan dua orang murid Imam Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan
94 Rasyad Hasan Khalil, Op. Cit, h. 184
52
Muhammad. Ia banyak dari kedua murid Imam Abu Hanifah tersebut
tentang masalah-masalah fiqih menurut aliran Irak. Kemudian ia pergi ke
Mesir dan disana bertemu dengan murid Imam Malik terutama ibn al-
Qasim. Masalah-masalah fiqh yang ia peroleh dari murid-murid Abu
Hanifah ketika di Irak, dinyatakan kepada murid-murid Imam Malik yang
ada di Mesir tersebut, terutama kepada Ibn al-Qasim. Jawaban-jawaban
Ibn al-Qasim itulah yang kemudian menjadi kitab al-Mudawwanah
tersebut95.
C. Pemikiran Imam Malik
Imam Malik sendiri sebenarnya belum menulis dasar-dasar fiqhiyah
yang menjadi pijakan dalam berijtihad, tetapi pemuka-pemuka mazhab ini,
murid-murid Imam Malik dan generasi yang muncul sesudah itu
menyimpulkan dasar-dasar fiqiyah Imam Malik, kemudian menuliskannya.
Dasar-dasar fiqhiyah itu kendati tidak ditulis sendiri oleh Imam Malik, punya
kesinambungan pemikiran yang sangat kuat dengan acuan pemikiran Imam
Malik, paling tidak beberapa isyarat  dapat dijumpai dalam fatwa-fatwa dan
lebih-lebih dalam kitabnya al-Muwaththa’. Dalam al-Muwaththa’ Imam
Malik secara jelas menerangkan bahwa ia mengambil “tradisi orang-orang
Madinah’ sebagai salah satu sumber hukum setelah al-Qur’an dan al-Sunnah,
serta mengambil hadits munqati96 dan mursal97 sepanjang tidak bertentangan
95 Huzaemah Tahido Yanggo, Op. Cit, h. 119
96 Hadits Munqati’ yaitu terjadinya keputusan sanad pada generasi sebelum sahabat dan
tidak secara berturut-turut, apabila keputusan sanad tersebut lebih dari satu orang perawi.
97 Hadits Mursal yaitu hadits yang diangkatkan oleh tabi’in kepada Rasul Saw dari
perkataan atau perbuatan dan taqrir beliau.
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dengan tradisi orang-orang Madinah98. Qadhi ‘Iyadh mengungkapkan bahwa
cara Imam Malik dalam mengambil hukum adalah senantiasa menngutamakan
ayat-ayat al-Qur’an dalam menyusun dalil-dalinya yang jelas, memulai dengan
nashnya, kemudian zahirnnya lalu mafhumnya. Setelah itu barulah Imam
Malik beralih kepada hadits, dengan mengutamakan hadits mutawatir99, lalu
masyhur100, dan barulah ia menggunakan hadits ahad101. Dengan cara yang
tertib sebagaimana ia mengambil hukum dari al-Qur’an. Setelah al-Qur’an dan
hadits, barulah Imam Malik berpindah kepada ‘Ijma’. Apabila dalam sumber-
sumber pokok itu tidak menjumpai pemecahannya, barulah beliau menempuh
jalan qiyas yang dijadikan sandaran untuk menyimpulkan suatu hukum102.
Begitu pula al-Qurafi dalam kitabnya Tanqih al-Ushul menyebutkan
bahwa dasar-dasar mazhab Imam Malik adalah al-Qur’an, al-Sunnah, Ijma’,
perbuatan orang-orang Madinah, qiyas, qaul sahabat maslahah mursalah,
‘urf, sad al-dzara’I, istihsan dan istishab103.
Namun secara jelas, akan penulis gambarkan pemikiran Imam Malik
dalam menetapkan hukum Islam, dimana beliau berpegang kepada:
98 Muhammad Abu Zahrah, Op. Cit, h. 215
99 Hadits Mutawatir adalah hadits yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang mustahil
secara adat mereka akan sepakat untuk melakukan berdusta, (yang diterimanya) dari sejumlah
perawi yang sama dengan mereksa,  dari awal sanad sampai kepada akhir sana,  dengan syarat
tidak rusak (kurang) jumlah perawi tersebut pada seluruh tingkatan sanad.
100 Hadits Masyhur adalah hadits yang diriwayatkan oleh tiga orang perawi atau lebih,
pada setiap tingkatan sanad, selama tidak sampai kepada tingkatan mutawatir.
101 Hadits Ahad adalah hadits yang diriwayatkan oleh satu orang perawi, dua atau lebih
selama tidak memenuhi syarat-syarat hadits mutawatir atau hadits masyhur.
102 Muhammad Ali al-Sayis, Nash-ah al-Fiqh al-ijtihadi wa arwaruhu, (tt : Majmu’ al
Buhus al-Islamiyah, 1970), h. 96
103 Muhammad Abu Zahrah, Op.Cit, h. 28
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1. Al-Qur’an
Imam Malik melatakkannya di atas segala dalil, didahulukan dari
pada sunnah karena Al-Qur’an merupakan sumber syari’at sampai hari
kiamat.
2. Sunnah
Sunnah menempati urutan kedua setelah Al-Qur’an. Manhaj Imam
Malik dalam meng-istinbath hukumdari sunnah adalah mengambil hadits
mutawatir, hadits masyhur dizaman tabi’in atau tabi’ tabi’in, dan beliau
tidak mengambil setelah zaman itu, menggunakan khabar ahad walaupun
beliau lebih mendahulukan amalan penduduk Madinah.
3. Ijma’ Ahl al-Madinah
Imam malik merujuk kepada praktek penduduk Madinah (amal Ahl
al-Madinah), apabila hukum suatu masalah tidak tidak dapat ditemukan
dalam teks Al-Qur’an dan Sunnah. Madinah adalah tempat Rasulullah Saw
berhijrah dari Mekkah, disitu beliau lama berdomisili menyampaikan
agama kepada para sahabat. Para sahabat yang tinggal di negeri tersebut
bergaul lama dengan Rasulullah Saw dan banyak megetahui latar belakang
turunnya ayat dan mereka adalah anak didik langsung Rasulullah Saw.
Praktek-praktek keagamaan para sahabat, menurut Imam Malik tidak lain
adalah praktek-praktek yang diwarisi dari Rasulullah Saw, dan sterusnya
praktek-praktek keagamaan itu secara murni diwarisi pula oleh generasi
sesudahnya  dan sterusnya sampai kepada Imam Malik. Dengan demikian,
praktek penduduk Madinah yang disepakati atau prasktek mayoritas
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penduduk Madinah dianggap sebagai kritalisasi dari ajaran Rasulullah Saw
sehingga harus dijadikan sumber hukum.
Dikalangan Mazhab Maliki, ijma’ ahl al-Madinah lebih
diutamakan dari pada khabar ahad, sebab ijma’ ahl al-Madinah
merupakan pemberitaan oleh jama’ah, sedang khabar ahad hanya
merupakan pemberitaan perorangan. Ijma’ ahl al-Madinah ada beberapa
tingakatan:104
a) Kesepakatan ahl al-Madinah yang asalnya al-naql, yakni hasil dari
mencontoh Rasulullah Saw, bukan dari hasil ijtihad ahl al-Madinah.
b) Amalan ahl al-Madinah sebelum terbunuhnya Utsman bin Affan.
Ijma’ ahl al-Madinah yang terjadi sebelum masa itu merupakan hujjah
bagi mazhab Maliki. Hal ini didasarkan bahwa belum pernah diketahui
ada amalan ahl al-Madinah masa lalu itu yang bertentangan dengan
sunnah Rasulullah Saw.
c) Amalan ahl al-Madinah itu dijadikan pendukung pendukung atau
pentarjih atas dua dalil yang sering bertentangan. Artinya, apabila dua
dalil yang satu sama lain bertentangan, sedang untuk mentarjih salah
satu kedua dalil tersebut ada yang merupakan amalan ahl al-Madinah,
maka dalil yang diperkuat oleh amalan ahl al-Madinah itulah yang
menjadi hujjah menurut Mazhab Maliki.
d) Amalan ahl al-Madinah sesudah masa keutamaan yang menyaksikan
amalan Nabi Saw, amalan ahl al-Madinah seperti bukan hujjah, baik
104 Huzaemah Tahido Yanggo, Op.Cit, h. 107
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menurut al-Syafi’I, Ahmad ibn Hanbal, Abu Hanifah, maupun menurut
para ulama dikalangan mazhab Maliki.
4. Fatwa Sahabat
Imam Malik mengambil fatwa sahabat karena fatwa sahabat adalah
hadits yang harus diamalkan jika memang benar periwayatannya, terutama
dari para Khulafa ar-Rasyidin jika memang tidak ada nash dalam masalah
tersebut. Yang dimaksud sahabat disini adalah sahabat besar, yang
pengetahuan mereka terhadap suatu masalah itu didasarkan pada an-naql.
Menurut Imam Malik para sahabat besar tersebut tidak akan memberi
fatwakecuali atas dasar apa yang difahami oleh Rasulullah Saw.
5. Khabar Ahad
Imam Malik tidak  mengakui khabar ahad sebagai suatu yang
datang dari Rasulullah, jika khabar ahad itu bertentangan denghan sesuatu
yang sudah dikenal oleh masyarakat Madinah , sekalipun hanya dari hasil
istinbath, kecuali khabar ahad tersebut dikuatkan oleh dalil-dalil yang
qath’i.
6. Qiyas
Imam Malik menggunakan qiyas dengan maknanya menurut
istilah, yaitu menggabungkan hukum satu masalah yang tidak ada nash-
nya dengan masalah yang sudah ada nash-nya karena ada persamaan
dalam aspek illat-nya. Contohnya dalam Al-Qur’an dan Hadits tidak
pernah disebutkan haramnya nabiz dan minuuman keras lainnya selain
khamar seperti alkoholdan lainnya, maka Imam Malik dan jumhur ulama
menetapkan haramnya itu dengan mengqiyaskan kepada khamar yang
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ditetapkan keharamannya dalam firman Allah pada surat al-Maidah ayat
90, yang artinya, “sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban
untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji
termasuk perbuatan syaitan , maka jauhilah…”
7. Al-Istihsan
Istihsan menguatkan hukum satu kemaslahatan yang merupakan
cabang dari sebuah qiyas, menurut mazhab Maliki, al-Istihsan adalah
menurut hukum dengan menga,mbil maslahah yang merupakan bagian
dalam dalil yang bersifat kully (menyeluruh) dengan maksud
mengutamakan al-istidlal mursal dari pada qiyas, sebab menggunakan
istihsan itu, tidak berarti hanya mendasarkan pada pertimbangan perasaan
semata melainkan mendasarkan pertimbangannya pada maksud pembuat
syara’ secara keseluruhan.
Contohnya adalah Allah melarang terhadap jual beli benda yang
tidak ada dan mengadakan akad terhadap sesuatu yang tidak ada, namun
Dia memberikan kemurahan secara istihsan pada salam (pemesanan),
sewa-menyewa, muzara’ah, dan lain senagainya. Semua contoh itu adalah
akad, sedangkan sesuatu yang diakadkan yang tidak ada pada saat akad
berlangsung. Segi istishsan-nya adalah kebutuhan manusia dan kebiasaan
mereka.
8. Al-Maslahah al-Mursalah
Al-Maslahah al-Mursalah yaitu merupakan kemaslahatan yang
tidak ada dalil yang menolak atau membenarkannya, dengan demikian
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maka maslahah mursalah itu kembali kepada memelihara tujuan tujuan
syari’at diturunkan105.
Para ulama berpegang kepada maslahah mursalah sebagai dasar
hukum, menetapkan bebrapa syarat untuk dipenuhi sebagai berikut:
a) Maslahah itu harus benar-benar merupakan masalahah menurut
penelitian yang seksama, bukan sekedar diperkirakan secara sepintas
saja.
b) Maslahah itu harus benar-benar merupakan maslahah yang bersifat
umum, bukan sekedar maslahah yang hanya berlaku untuk orang-
orang tertentu. Artinya maslahah tersebut harus merupakan maslahah
bagi kebanyakan orang.
c) Maslahah itu harus benar-benar merupakan maslahah yang bersifat
umum dan tidak bertentangan dengan ketentuan nash dan ijma’.
9. Sadd al-Zara’i
Imam Malik menggunakan Sadd al-Zara’I sebagai landasan dalam
menetapkan hukum. Menurutnya, semua jalan atau sebab  yang menuju
kepada yang haram atau terlarang maka hukumnya haram atau terlarang.
Dan semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang halal, halal pula
hukumya.
10. Istishab
Imam Malik menjadikan istishab sebagai landasan dalam
menetapkan hukum. Istishab adalah, tetapnya suatu ketentuan hukum
105 Ensiklopedi Hukum Islam, ( Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), h. 1096
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untuk masa sekarang atau yang akan datang, berdasarkan atas ketentuan
hukum yang sudah ada di masa lampau.
11. Syar’u man Qablana Syaru’un lana
Menurut Qadhy Abd. Wahab al-Maliky, bahwa Imam Malik
menggunakan kaidah Syar’u man Qablana Syaru’un lana sebagai dasar
hukum. Menurut Abdul  Wahab. Bahwa apabila al-Qur’an dan as-Sunnah
mengisahkan suatu hukum yang pernah diberitakan buat umat yang
sebelum kita melalui para Rasul yang diutus Allah untuk mereka dan
hukum-hukum tersebut dinyatakan pula dalam al-Qur’an atau al-Sunnah,
maka hukum-hukum tersebut berlaku pula buat kita, begitu juga
sebaliknya.
Dari keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa metode dan
dasar-dasar kajian fiqih Imam Malik sepenuhnya mengambil kerangka
acauan dari fakultas ahl al-hadits yang muncul di Hijaz. Penggunaan qiyas
misalnya jarang sekali dilakukan, bahkan ada riwayat yang menyebut
bahwa Imam Malik mendahulukan “perbuatan-perbuatan orang Madinah “
dari pada penggunaan qiyas. Sampai sejauh ini, Imam Malik tidak berani
menggunakan rasio secara bebas, Ibn Qasim, salah seorang muridnya yang
sering melakukan dialog dengannya mengatakan Imam Malik mengaku,
dalam lebih dari sepuluh tahun ini, untuk menjawab suatu masalah ia tidak
pernah mendahulukan rasio. Keteguhan Imam Malik dalam memegangi al-
Qur’an dan hadits sedemikian rupa, sehingga tidak berani memutuskan
halal atau haramnya sesuatu tanpa ada nash yang jelas106.
106 Farouq Abu Zaid, Op.Cit, h. 23
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Pemikirannya dalam hal hukum kewarisan Islam dapat ditinjau dalam
bukunya yang berjudul al-Muwaththa’ (1989), dan Mudawwanah al-Qubra
(tt) yang menguraikan tentang hak waris bagi isteri yang telah habis masa
iddah. Hal ini disebabkan oleh pemahamannya terhadap atsar yang berkaitan
dengan talak maridl yang diselesaikan oleh Utsman bin Affan yakni kasus
yang menyangkut isteri Abdurrahman bin Auf. Bahwasannya Abdurrahman
bin Auf menceraikan isterinya dengan talak ba’in ketika ia sedang sakit keras
lalu Utsman bin Affan menjadikan isterinya sebagai salah satu pewaris ketika
telah habis masa iddahnya.
Atsar tersebut berbunyi, sebagai berikut:
  َو ,َلَاق ٍفْوَع ِنْبا ِاللهاِدْبَع ِنْب َةَحَْلط ْنَع ْب اَهِش ِنْبا ِنَع ْكِل َام ْنَع َيَْيح ِنيَث َّدَح
 َنَاك َنْب ِنَْحمرَّلاَدْبَع َّنَأ ,ٍفْوَع ِنْب ِنَْحمرَّلاِدْبَع ِنْب َةَمَلَس ِبيَأ ْنَعَو ,َكِل َذِب ْمُهَمَلْعَأ
 ِءاَضِقِنا َدْعَـب ُهْنِم َناَّفَع ُنْب ُن اَمْثُع اَهَـثَّرَوَـف ,ٌضِْيرَم َوُهَو َةَتَّبْلا ُهََتَأرْما َقََّلط ٍفْوَع
َا ِ َّدِع.
Artinya: “ Yahya menceritakan kepadaku, dari Malik, dari Ibn Syihab, dan
dari Thalhahbin Abdullah bin Auf, ia mengatakan, ia adalah orang
yang paling mengetahui tentang hal ini, dan juga dari Abu
Salamah bin Abdurrahman bin Auf, bahwasannya Abdurrahman
bin Auf mentalak tiga istrinya, saat itu Abdurrahman sedang sakit.
Lalu Utsman bin Affan menetapkan wanita itu mendapat warisan
darinya setelah habis masa iddah”.107
Hal ini tertuang didalam kitab Mudawwanah al-Qubra dan al-
Muwaththa’.
107 Malik bin Anas, Op. Cit, h. 364
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BAB IV
HAK ISTERI YANG HABIS MASA IDDAH
MENURUT IMAM MALIK
A. Pemikiran Imam Malik
Salah satu adanya penyebab hubungan kewarisan antara seseorang
dengan orang lain disebabkan oleh adanya hubungan perkawinan108.
Hubungan perkawinan yang dimaksud adalah dapat saling waris-mewarisi
antara suami dengan  isteri yang masih dalam ikatan perkawinan109.
Ikatan perkawinan sebagai konsekuensi hukum karena adanya akad
nikah seorang laki-laki dengan seorang perempuan, ikatan itu berlangsung
sejak akad yang berupa ijab dan kabul tersebut mulai diucapkan sampai
dengan saat diputuskannya akad110. Dengan demikian suami dapat menjadi
ahli waris bagi isteri, dan isteri dapat pula menjadi ahli waris bagi suami111.
Secara umum isteri yang sudah di talak adalah bukan sebagai isterinya
lagi, atau dengan kata lain hubungan perkawinan antara suami-isteri sudah
terputus atau hilang. Sementara salah satu sebab dari saling mewarisi adalah
adanya hubungan perkawinan.
Menurut Imam Malik bahwa isteri yang sudah habis masa iddah dapat
mewarisi harta peninggalan suami seacara mutlak, baik ketika suami
108 Hajar M, Op.Cit , h. 17
109 A. Sukris Samardi, Op.Cit, h.27
110 Fathur Rahman, Op.Cit, h. 20
111 Ali Parman, Op.Cit, h. 62
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meninggal isteri masih berada dalam masa iddah maupun sudah berakhir masa
idddahnya112, baik ketika mantan isterinya sudah menikah dengan laki-laki
lain ataupun belum113. Dalam hal ini isteri tetap mendapatkan hak waris
secara mutlak dari  suami yang telah menceraikannya dan tidak dikenakan
iddah wafat atau iddah talak pada isterinya. Pernyataan Imam Malik tersebut
sebagai berikut:
 َو ِإ ْن َقنا َض ْت ِع َّد َِ ِم ا َن َّطلا َلا ِق ـَق ْب َل َأ ْن ـَي ْه َل َك ـَف َه َل َك ـَب ْع َد َذ ِل َك ـَف َل َه ْلا ا ِم ـْي َر َثا َو َلا
 ِع َّد ِة َع َل ـْي َها ِم َن ْلا َو َف ِةا114.
“Dan jika iddah talak perempuan tersebut telah selesai, lalu laki-laki tersebut
meninggal saat itu juga (setelah iddah perempuan yang ditalaknya tersebut
telah selesai) maka perempuan tersebut punya hak waris dan tidak ada iddah
wafat baginya.”
Pernyataan yang di kemukakan oleh Imam Malik yang berkaitan
dengan hak waris bagi isteri yang telah habis masa iddah, hal ini di sandarkan
pada atsar yang berbunyi, sebagai berikut:
 ,َلَاق ٍفْوَع ِنْبا ِاللهاِدْبَع ِنْب َةَحَْلط ْنَع ْب اَهِش ِنْبا ِنَع ْكِل َام ْنَع َيْحَي يَِنث َّدَح
 َعَو ,َكِل َذِب ْمُهَمَلْعَأ َنَاك َو َّنَأ ,ٍفْوَع ِنْب ِنَمْحرَّلاِدْبَع ِنْب َةَمَلَس يَِبأ ْن
 ُهْنِم َناَّفَع ُنْب ُن اَمْثُع اَهَـثَّرَوَـف ,ٌضِْيرَم َوُهَو َةَتَّبْلا ُهََتأَرْما َقََّلط ٍفْوَع َنْب ِنَمْحرَّلاَدْبَع
اَهِت َّدِع ِءاَضِقنِا َدْعَـب.115
Artinya: “ Yahya menceritakan kepadaku, dari Malik, dari Ibn Syihab, dan
dari Thalhahbin Abdullah bin Auf, ia mengatakan, ia adalah orang
112 Imam Malik Bin Anas,Op.Cit, h. 86
113 Muhammad Jawad Mughniyah, fiqih Lima  Mazhab, (Jakarta: PT. Lentera Basritama,
2001), h. 478
114 Imam Malik Bin Anas,Op.Cit, h. 86
115 Malik Bin Anas, (Al-Muwaththa’), Op. Cit, h. 364
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yang paling mengetahui tentang hal ini, dan juga dari Abu
Salamah bin Abdurrahman bin Auf, bahwasannya Abdurrahman
bin Auf mentalak tiga istrinya, saat itu Abdurrahman sedang sakit.
Lalu Utsman bin Affan menetapkan wanita itu mendapat warisan
darinya setelah habis masa iddah”.
Berdasarkan atsar diatas pendapat Imam Malik dalam kitabnya Al-
Mudawwanah dan  Al-Muwaththa’ yang menyatakan bahwa isteri yang telah
habis masa iddah mendapat hak waris, baik ketika mantan isterinya sudah
menikah dengan laki-laki lain maupun belum, hal ini dikarenakan  alasan
sebagai berikut:
Pertama, jatuhnya talak itu pada waktu keadaan  sakit (talaqul maridl).
Dalam hal ini talak maridl adalah talak ba’in yang dijatuhkan oleh suami yang
sedang sakit dan kemudian meninggal akibat sakit tersebut. Talak maridl
merupakan sebuah permasalahan dalam hukum Islam yang tidak mempunyai
dasar hukum langsung baik itu dari nash al-Qur’an maupun Hadits. Kasus
semacam ini muncul setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, dan
Kekhalifahan saat itu dipegang oleh Usman bin Affan.
Adapun dalam  Kitab Al-Mudawwanah dan Al-Muwaththa’ yang
berkaitan dengan hak waris bagi isteri yang telah habis masa iddah yang
sebagian besar disandarkan kepada kasus talak maridl yang diselesaikan oleh
Usman bin Affan yakni kasus yang menyangkut istri Abdurrahman bin Auf.
Menurut Muhammad Jawad Mughniyyah, bahwa imamiyah
mengatakan: apabila seorang suami mentalak isterinya disaat suami sedang
berada dalam keadaan sakit menjelang mati, baik talaknya itu raj’i atau talak
ba’in, seperti talak tiga, talak terhadap wanita yang belum dia campuri, dan
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talak terhadap wanita-wanita yang telah memasuki masa menopousa, lalu laki-
laki itu meninggal dunia sebelum satu tahun sejak jatuhnya talak tersebut,
maka wanita tersebut berhak mewarisinya dengan tiga syarat:
a. Kematian laki-laki tersebut disebabkan oleh sakit yang terjadi saat dia
menjatuhkan talak kepada isterinya itu
b. Wanita tersebut belum kawin lagi dengan laki-laki lain
c. Talak tersebut dijatuhkan bukan atas permintaan wanita tersebut116.
Alasan, Kedua, karena wanita merupakan mahluk yang lemah, maka ia
harus dilindungi hak-haknya, untuk itu isteri yang ditalak oleh suami yang
sedang sakit tetap mendapat hak waris, karena suami yang dalam keadaan
sakit kemudian mentalak isterinya mungkin saja suami punya niat jahat agar
isterinya tidak mendapatkan warisan, untuk menghindari niat jahat suami
maka dalam hal ini isteri tetap mendapatkan warisan meskipun iddahnya telah
habis117, baik isterinya sudah menikah dengan laki-laki lain maupun belum118.
Untuk itu isteri yang ditalak ba’in oleh suami yang sedang sakit tetap
mendapat warisan, karena dikhawatirkan isteri yang tidak mendapat warisan
tersebut hidupnya nanti akan menderita karena itu isteri pantas menerima
warisan119.
116 Jawad Mughniyah, Op. Cit, h. 580
117 Malik bin Anas, Op. Cit, 86
118 Jawad Mughniyah, Op. Cit, h. 478
119 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Terjemahan Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun,
(Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 586-588.
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Sebagaimana terkandung dalam hadis yang diriwayatkan Imam
Turmudzi, yang berbunyi sebagai berikut:
 َح َّد ـَث َن ـُق ا ـَت ْي َب َة َح َّد ـَث َن َلا ا ْي َث َع ْن َن ِف ا َع ع ْبا ن ِن ُع َم ْر َا ْخ ِْبر ُه َّنأ ْم َر َأ َة َو َج ْد ُت ِْفي ـَب ْع َض
 َم َغ ِر ا َر ى ُس ْو ُل ِاللها َص َل ُاللها ى َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َم ْق ـُت ْو َل ُه َف َأ ْن ِك َر َر ُس ْو ُل ِاللها ُاللها ىَلَص َع َل ْي ِه
 َو َس ّل َم َذ ِل َك َو , َِ َع ى ْن ـَق ْت ُل ِّنلا َس َءا َو ْلا ِص ـْب َي َن ا(ىذم ترلا هاور) .120
Artinya: ”Telah bercerita kepadaku Qitaibah, dari Al-Laits dari Nafi’ dari Ibnu
Umar: “Sesungguhnya telah ditemukan seorang perempuan di
sebagian peperangan Nabi Muhammad SAW. Terbunuh kemudian
Nabi Inkar dan melarang membunuh wanita dan anak-anak”. (H.R.
Imam Turmudzi)
Bahwasannya wanita dan anak-anak dalam peperangan walaupun ia
non Muslim dilarang untuk dibunuh karena mereka tergolong mahluk yang
lemah. Begitu juga dalam hal ini maka ia harus dilindungi hak-haknya untuk
itu isteri yang ditalak oleh suami yang sedang sakit tetap mendapatkan hak
waris, karena mungkin saja suami punya niat jahat agar isterinya tidak
mendapatkan warisan, untuk menghindari maksud jahat suami, maka isteri
tetap mendapat warisan meskipun iddahnya telah habis atau sudah menikah
lagi dengan laki-laki lain maupun belum121.
Sedangkan kedudukan isteri kalau sudah dijatuhi talak, maka statusnya
bukan isteri lagi. Kedudukan isteri dalam hal talak raj’i dapat dirujuk kembali
dalam masa iddah, kalau dalam talak ba’in isteri tidak dapat dirujuk kembali
bilamana sebuah talak setelah jatuh maka segala hukumnya berlalu, dengan
120 Al-Imam Al-Hafidh Abi Isa Muhammad  bin Isa  bin Suroh Al-Turmudzi, Sunan al-
Turmudzi, (Semarang : Toha Putra, , tt ), Juz III, h. 66.
121 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, (Bandung: PT Al-Ma’arif, 1980), jilid 8, h. 73
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demikian hubungan antara suami dengan isteri telah putus segala
konsekuensinya, baik itu hubungan pernikahan maupun hubunga keawarisan.
Dalam hal tetapnya ahli waris bagi isteri yang habis masa iddah, dalil
yang digunakan Imam Malik yaitu saddud dzari’ah, yakni menghambat
sesuatu yang menjadi sebab kerusakan122. Imam Malik terkenal banyak
menggunakan landasan saddud az-zari’ah dalam membentuk mazhabnya123.
Menurutnya, semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang haram atau
terlarang maka hukumnya haram atau terlarang, semua jalan atau sebab yang
menuju kepada yang halal, halal pula hukumnya124.
Salah satu contoh dari fatwanya yaitu seorang isteri yang ditalak ba’in
ketika suaminya sedang sakit keras (talak maridl) kemudian ia tetap
mendapatkan hak waris dari suami yang menceraikannya, meskipun masa
iddahnya telah habis sebelum suaminya tersebut wafat. Imam Malik beralasan,
tindakan suami yang menceraikan isterinya waktu sakit patut diduga
kemungkinan suami ingin menghindar dari aturan waris dengan harapan
isterinya tidak mendapat hak waris125.
Untuk mencegah anggapan demikian maka isteri yang telah
diceraikannya tetap mendapatkan hak waris, karena jika benar ada niat suami
untuk menghilangkan hak waris isteri dengan cara menceraikannya diwaktu
sakit keras yang menyebabkan kematian padanya (suami) maka hal ini tidak
tepat dan sangat tidak adil bagi kaum perempuan. Hal ini sesuai dengan dalil
122 Komite Fakultas Syari’ah Universitas al-Azhar, Op. Cit, h. 39
123 Sayyid Sabiq, Op. Cit, h. 72-73.
124 Farouq Abu Zaid, Op. Cit, h. 23
125 Ibid.
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yang digunakan Imam Malik dalam menetapkan suatu hukum yang berkaitan
dengan hak waris bagi isteri yang habis masa iddah yaitu saddud dzari’ah,
yakni menghambat sesuatu yang menjadi sebab kerusakan.
B. Hak Waris Isteri yang Habis Masa Iddah Ditinjau Menurut Hukum
Kewarisan Islam
Menurut Imam Malik bahwa isteri yang habis masa iddah dapat
mewarisi harta peninggalan suami seacara mutlak, baik ketika suami
meninggal isteri masih berada dalam masa iddah maupun sudah berakhir masa
idddahnya126, baik ketika mantan isterinya sudah menikah dengan laki-laki
lain ataupun belum127. Dalam hal ini isteri tetap mendapatkan hak waris
secara mutlak dari  suami yang telah menceraikannya dan tidak dikenakan
iddah wafat atau iddah talak pada isterinya. Dalam hal ini terdapat beberapa
pendapat ulama, sebagai berikut:
Adapun menurut Ijma’ ulama, jika talaknya talak ba’in (tidak dapat
kembali) dan jatuh disaat penalaknya dalam keadaan sehat, talak seperti ini
dapat mengahalangi hak waris-mewarisi. Dengan demikian isteri yang ditalak
oleh suaminya, dalam kondisi seperti ini, tidak dapat mewarisi harta
peninggalan suaminya. Karena putusnya ikatan perkawinan sejak talak
dijatuhkan. Demikian pula suami, tidak dapat mewarisi harta peninggalan
isteri, jika isteri yang meninggal dunia dalam kondisi yang seperti ini, karena
126 Imam Malik Bin Anas,Op.Cit, h. 86
127 Muhammad Jawad Mughniyah, Op.Cit, h. 478
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sebab yang sama yaitu putusnya ikatan perkawinan sehingga hak waris
mewarisi menjadi hilang128.
Jika talaknya ba’in dan jatuh pada saat penalaknya dalam keadaan
sakit keras, dimana dia tidak bermaksud menghilangkan hak waris isterinya,
maka juga tidak dapat saling mewarisi. Para ulama sepakat dalam kondisi
yang demikian, tidak dapat saling mewarisi diantara keduanya karena suami
tidak ada bermaksud untuk menghilangkan hak mewarisi isterinya. Akan
tetapi, jika suami ada maksud untuk menghilangkan hak mewarisi isterinya,
maka isteri tetap mendapat hak waris dari suami yang telah
menceraikannya129.
Menurut kalangan Syafi’yyah, isteri tidak dapat mewarisi harta
peninggalan suami secara mutlak karena sebelum kematian suami, talak yang
dijatuhkan sudah talak ba’in, sehingga hak mewarisi menjadi putus, seperti
halnya talak dalam keadaan sehat130. Isteri hanya akan mendapatkan hak waris
ketika iddah tersebut masih ada dan apabila iddahnya telah habis maka wanita
itu telah menjadi wanita lain yang tidak lagi berhak menerima waris131.
Menurut kalangan Hanafiyyah, isteri dapat mewarisi harta
peninggalan suami ketika mantan suaminya meninggal dunia selama ia masih
dalam masa iddah. Namun, jika mantan suaminya meninggal dunia sedangkan
masa idddahnya sudah berakhir, isteri tidak dapat mewarisi harta peninggalan
128 Komite Fakultas Syari’ah Universitas al-Azhar, Op. Cit, h. 37
129 Ibid, h. 37-38
130 Komite Fakultas Syari’ah Universitas al-Azhar, Op. Cit, h. 38
131 Syaikh Kamil Muhammad Muhammad ‘Uwaidah, Fiqih Wanita, (Jakarta: Pustaka al-
Kautsar, 1998), h. 505
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suami. Sebab, dalam masa iddah, tali perkawinan masih dianggap utuh. hal ini
lah yang disamakan dengan talak raj’i132.
Menurut kalangan Hambaliyyah, isteri tetap dapat mewarisi harta
peninggalan suaminya, baik ketika suami meninggal dunia isteri masih dalam
masa iddah maupun telah selesai masa iddah, dan selama isteri belum menikah
dengan laki-laki lain atau murtad133.
Dalam hal ini Ibn Hazm berkata, talak orang sakit sama hukumnya
dengan talak orang sehat. Tidak ada perbedaan, apakah mati karena sakitnya
itu atau tidak, jika yang sakit menjatuhkan talak sebanyak tiga kali atau talak
yang ketiga kalinya atau sebelum bersetubuh lalu ia mati atau bekas isterinya
mati sebelum iddah habis atau sesudah iddah habis, atau dalam talak raj’i
sedang bekas suami tidak merujuknya sampai ia mati atau bekas isterinya mati
sesudah iddahnya habis maka bekas isterinya sama sekali tidak mendapat hak
waris.134
Sedangkan pendapat Imam Malik didalam kitabnya Al-mudawwanah
dan Al-Muwaththa’ yang menyatakan bahwa wanita tersebut mendapatkan
warisan, walau sudah habis masa iddahnya135, baik sudah menikah dengan
laki-laki lain maupun belum136.
132 Ibid.
133 Ibid.
134 Sayyid Sabiq, Op. Cit, h. 75
135 Malik bin Anas, (Mudawwanah Qubra), Op. Cit, h. 86
136 Sayid Syabiq, Op. Cit, h. 73
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Perbedaan pendapat ini desebabakan oleh perselisihan tentang
keharusan diterapkanya Saddud Dzari’ah. Ini dikarenakan talak yang
dijatuhkan oleh orang yang sedang  sakit diprasangkai untuk menghalangi
bagian pusaka yang seharusnya didapat oleh istri kalau akad perkawinannya
masih utuh137.
Dalam permasalahan ini Imam Hanafi dan Imam Syafi’i tidak
menggunakan Saddud Dzari’ah dalam berpendapat tentang tetapnya ahli waris
bagi istri yang telah ditalak oleh suami ketika suami dalam keadaan sakit dan
habis masa iddahnya, alasan Imam Hanafi dan Imam Syafi’i karena istri hanya
boleh mendapatkan waris apabila masih dalam masa iddah akan tetapi apabila
iddah tersebut telah habis maka istri tersebut tidak lagi mendapat warisan
dikarenakan iddahnya telah habis.
Oleh karenanya, fuqaha yang memegang dalil saddud dzari’ah
menetapkan bagian warisan isteri tersebut, sedangkan fuqaha yang tidak
memegang dalil saddud dzari’ah berpendapat bahwa talaknya terjadi, mereka
tidak menetapkan hak mewarisi bagi isteri tersebut.
Saddud dzari’ah merupakan dasar dalam fiqih Islam yang dipegang
oleh seluruh fuqaha, tetapi mereka hanya berbeda dalam pembatasanya. Imam
Malik berpegang pada Saddud dzari’ah. Sedangkan Imam Syafi’i dan Abu
Hanifah tidak seperti Imam Malik walaupun mereka tidak menolak Saddud
dzari’ah secara keseluruhn dan tidak mengakuinya sebagai dalil yang berdiri
sendiri.
137 Ibid.
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Menurut Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah, Saddud dzari’ah ini
masuk kedalam dasar yang mereka tetapkan yaitu qiyas menurut Imam Syafi’i
dan Istihsan menurut Imam Abu Hanifah. Namun berpegang kepada Saddud
dzari’ah tidak boleh berlebihan karena orang yang tenggelam di dalamnya
bisa saja melarang perbuatan yang sebenarnya mubah, mandub bahkan wajib,
karena khawatir terjerumus dalam jurang kedzaliman.
Ada beberapa hal yang menarik dari dasar-dasar Mazhab Maliki :
Pertama, Imam Malik mendahulukan  perbuatan orang-orang Madinah
sebelum qiyas, suatu metode yang tidak dipergunakan fuqaha lainya.
Perbuatan-perbuatan orang Madinah, menurut Imam Maliki, termasuk dari
bagian sunah mutawatir karena pewarisanya melalui generasi ke generasi yang
dilakukan secara massal, sehingga menutup kemungkinan untuk terjadi
penyelewengan dari sunnah. Para sahabat yang berada di Madinah bergaul
dengan Nabi SAW, dan mengembangkan tradisi hidup Nabi SAW yang
kemudian diwariskan kepada tabi’in dengan cara yang sama. Pewarisan itu
berlangsung secara berkesinambungan hingga sampai kepada tabi’ tabi’in
(generasi sesudah tabi’in)138.
Kedua, qaul sahabat. Imam Maliki juga menanggap qaul sahabat
sebagai dalil syar’i, yang harus didahulukan dari pada qiyas. Pendapat ini
ditanggapi keras oleh seluruh ulama, termasuk Syafi’i. Sebab suatu dalil,
demikian para penyanggah, hanya dapat diperoleh dari orang-orang ma’sum,
138 Mun’im  A. Sirry, Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar, (Surabaya: Risalah Gusti,
1995), h. 97
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sedangkan yang tidak ma’sum tidak dapat dijadikan dalil karena ada
kemungkinan untuk salah139.
Seperti permasalahan tentang isteri yang sudah habis masa iddah dapat
mewarisi harta peninggalan suami seacara mutlak, baik ketika suami
meninggal isteri masih berada dalam masa iddah maupun sudah berakhir masa
idddahnya140, baik ketika mantan isterinya sudah menikah dengan laki-laki
lain ataupun belum141. Dalam hal ini isteri tetap mendapatkan hak waris
secara mutlak dari  suami yang telah menceraikannya dan tidak dikenakan
iddah wafat atau iddah talak pada isterinya. Imam Malik berpendapat
demikian karena dalam permasalahan isteri yang telah ditalak dan habis masa
iddahnya tidak ditemukan nash al-Qur’an atau pun Hadits mengingat
permasalahan tersebut ada dalam perbuatan sahabat yaitu pada masa khalifah
Usman bin Affan, maka wajar apabila Imam Malik menggunakan pendapat ini
sebagai dalil, yaitu mengenai atsar dari istri Abdur Rahman yang telah ditalak
oleh Abdur Rahman ketika penjatuhan talak tersebut pada waktu suami dalam
keadaan sakit.
Ketiga, maslahah mursalah142, Teori maslahah mursalah semula hanya
dikenal dalam Mazhab Maliki kemudian mendapat pengakuan dari hamper
semua Mazhab meski dengan sebutan yang berbeda. Dalam teori ini dapat
139 Ibid. h. 98
140 Imam Malik Bin Anas,Op.Cit, h. 86
141 Muhammad Jawad Mughniyah, fiqih Lima  Mazhab, (Jakarta: PT. Lentera Basritama,
2001), h. 478
142 Maslahah Mursalah ialah suatu kemaslahatan yang tidak ada ketegasan nash al-quran
dan sunnah, tetapi dirujukan pada tujuan-tujuan moral dan pemahaman menyeluruh dari nash-nash
Itu.
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diketahui bahwa ternyata fiqih Mazhab Maliki pun memakai rasio. Karena
betapa pun sejauh masalahnya menyangkut fiqih, pasti mengandung unsure
pemakaian rasio, seperti permasalahan mengenai pendapat Imam Malik
tentang istri yang telah ditalak oleh suami ketika suami dalam keadaan sakit.
Imam Malik berpendapat bahwa istri tersebut masih tetap mendapatkan waris
walaupun istri tersebut telah habis masa iddahnya karena apabila istri tersebut
tidak mendapatkan waris dikhawatirkan nanti hidup istri tersebut akan
menderita dan juga ditakutkan nanti istri itu akan sengsara. Imam Malik
berpendapat seperti ini dikarenakan mencerminkan nilai kemaslahatan yaitu
maslahah mursalah, sebagaimana tujuan hukum Islam yaitu mengambil
maslahat serta sekaligus pula mencegah kerusakan143.
Keempat,  keteguhan Imam Maliki dalam memegang  “tradisi orang-
orang Madinah” lebih jelas lagi dalam penerimaan hadits ahad. Menurut
Imam Maliki, suatu hadits ahad dapat diterima sepanjang tidak bertentangan
dengan tradisi orang-orang Madinah, karena kedudukan dan perbuatan orang-
orang Madinah sama dengan hadits Mutawatir. Sedangkan hadits Mutawatir
harus didahulukan dari Qiyas.
Mengenai Atsar Rabi’ah Ibn Abi ‘Abd ar-Rahman yang dijadikan
dasar pendapat Imam Malik tentang istri yang talak dan habis masa iddahnya,
talak tersebut adalah talak ba’in dan sedangkan penjatuhan talak tersebut pada
waktu suami sakit. Riwayat yang berkaitan dengan talak maridl sebagian
143 Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam, (Bandung: Pusat Penerbit Universitas LPPM,
Unisba), 1995, h. 100.
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besar disandarkan kepada kasus talak maridl yang diselesaikan oleh Utsman
bin Affan yakni kasus yang menyangkut istri Abdurrahman bin Auf.
Untuk itu menjadi penting kiranya untuk menguraikan tentang apakah
atsar itu dan sejauh mana atsar dapat digunakan sebagai hujjah hukum. Kata
atsar itu sendiri berarti bekasan sesuatu atau sisa sesuatu. Sedangkan menurut
istilah atsar sama dengan Sunnah, hadits dan khabar yaitu segala sesuatu yang
disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, taqrir
maupun yang serupa144.
Dari pengertian ini jelaslah bahwa atsar itu sama dengan hadits,
sehingga kehujahan atsar sama dengan kehujahan hadits145. Hanya saja yang
menjadi persoalanya kemudian bagaimana atsar yang disandarkan kepada
sahabat bukan kepada Nabi. Hal ini mengingat bahwa kedua atsar yang
dipakai oleh Imam Malik merupakan atsar sahabat.
Dalam hal ini kita ketahui bahwa atsar sahabat muncul disebabkan
karena Rasulullah telah wafat sehingga para sahabat tampil sebagai pengganti
Rasulullah Saw. untuk memberikan fatwa, dari mereka telah keluar
bermacam-macam fatwa, bahkan sebagian diantara tabi’in telah
memperhatikan periwayatanya dan  pentadwinanya, sehingga di antara mereka
ada yang mengkodifikasikanya bersama sunah-sunah Rasul146.
144 Hasby Ash-Shidiqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits, (Jakarta: Bulan Bintang,
1974), h.33
145 Fathur Rahman, Ikhtishar Mustalakhul Hadits, (Bandung: al-Ma’arif, 1974), h. 13.
146 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h. 144
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Dalam ilmu hadits atsar sahabat juga biasa disebut dengan hadits
marfu’, mauquf’, dan maqtu’. Hadits itu marfu’ artinya hadits yang merupakan
suatu perkataan, perbuatan dan ketetapan yang disandarkan kepada nabi
Muhammad S.A.W.147 Hadits mauquf’ artinya berita yang hanya disandarkan
sampai kepada sahabat saja, baik yang disandarkan itu perkatan atau perbuatan
dan baik sanadnya bersambung maupun terputus. Adapun hadits maqtu’
artinya adalah perkataan atau perbuatan yang berasal dari selain tabi’in serta
di mauquf kan padanya, baik sanadnya bersambung maupun tidak148.
Hadits mauquf’ dan maqtu’ tidak dapat dijadikan sebagai hujjah
kecuali ada qarinah yang menujukan kepada mar’fu. Dan hadits marfu’ itu
sendiri dapat digunakan sebagai hujjah hukmiyah. Persoalanya kemudian
adalah apakah atsar-atsar yang dijadikan dasar oleh Imam Malik tersebut
merupakan Atsar yang marfu’ atau tidak? Bila dilihat dari atsar yang dipakai
oleh Imam Malik jelas bahwa atsar tersebut marfu’ karena ada qarinah yang
menghubungkan pendapat Imam Malik dengan perbuatan Utsman.
Berbicara mengenai atsar atau fatwa sahabat yang menjadi dasar
hukum bagi ulama yang memberi hak waris yang mana hal tersebut lebih
mencerminkan cita rasa keadilan dan kemaslahatan bersama. Disamping
dilihat dari segi pembentukan hukum  Islam itu sebenarnya adalah demi
menjaga kemaslahatan. Tujuan-tujuan  hukum Islam itu sesuai dengan fitrah
manusia dan fungsi daya manusia dari semua daya fitrahnya. Oleh karena itu
tujuan hukum Islam pun adalah mengambil maslahat serta sekaligus
mencegah kerusakan149.
147 Fathur Rahman, Op. Cit, h. 134
148 Ibid. h. 196-198
149 Juhaya S. Praja, Op.Cit, h. 100
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Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis berpendapat,
bahwasannya penulis sependapat dengan pendapat Imam Syafi’i yang
mengatakan isteri tidak dapat mewarisi harta peninggalan suami secara mutlak
karena sebelum kematian suami, talak yang dijatuhkan sudah talak ba’in,
sehingga hak mewarisi menjadi putus, baik talak tersebut dijatuhkan dalam
keadaan suami sehat maupun dalam keadaan sakit. Isteri hanya akan
mendapatkan hak waris ketika iddah tersebut masih ada dan apabila iddahnya
telah habis maka wanita itu telah menjadi wanita lain yang tidak lagi berhak
menerima waris. Karena salah satu sebab saling waris-mewarisi antara
seorang laki-laki dengan perempuan adanya hubungan perkawinan.
Ikatan perkawinan adalah sebagai konsekuensi hukum karena adanya
akad nikah yang sah antara seorang laki-laki dengan perempuan sesuai dengan
syari’at Islam. Jadi, perkawinan menyebabkan laki-laki dan perempuan dapat
saling waris-mewarisi selama akadnya masih utuh. Apabila suami mentalak
ba’in isterinya baik suami dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan sehat,
maka secara otomatis hak untuk saling mewarisi diantara keduanya akan
terputus, karena telah terputusnya ikatan perkawinan disebabkan oleh jatuhnya
talak ba’in.
Adapun alasan penulis menolak pendapat Imam Malik tentang adanya
hak waris secara mutlak bagi isteri yang habis masa iddah, baik sudah
menikah dengan laki-laki lain maupun belum dikarenakan, apabila seorang
isteri yang sudah ditalak oleh suaminya dan telah habis masa iddahnya, ikatan
antara suami dan isteri menjadi terputus dan hilang. Jadi, antara satu sama lain
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tidak ada hubungan lagi salah satunya hubungan untuk saling waris-mewarisi
diantara keduanya, apalagi setelah menikah dengan laki-laki lain. Tentu isteri
berhak untuk memperoleh harta peninggalan dengan suami barunya jika
suaminya meninggal pada saat ia masih berstatus sebagai isteri yang sah dan
masih berada dalam masa iddah. Dan ia (isteri) tidak berhak lagi atas harta
peninggalan mantan suaminya sama sekali.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan dari uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai
berikut:
1. Menurut pemikiran Imam Malik, bahwa isteri  yang sudah habis masa
iddah tetap mendapat hak waris dari suami yang telah menceraikannya,
baik sudah menikah dengan laki-laki lain maupun belum. Adapun
alasannya, pertama, jatuhnya talak itu dalam keadaan sakit dikawatirkan
adanya unsur kesengajaan dari suami ketika hendak mentalak  isteri agar
isteri tersebut tidak mendapat hak waris, kedua, bila isteri yang telah
ditalak oleh suami dan telah habis masa iddah kemudian ia tidak
mendapatkan hak waris maka dikhawatirkan bekas isteri tersebut hidupnya
akan menderita dan sengsara karena wanita merupakan makhluk yang
lemah dan harus dilindungi hak-haknya, oleh sebab itu isteri tetap
mendapat warisan meskipun iddahnya telah habis, hal ini juga berdasarkan
sebuah atsar yang menjelaskan kasus talak dalam keadaan sakit yang
diselesaikan oleh Utsman bin Affan yakni kasus yang menyangkut istri
Abdurrahman bin Auf.
2. Adanya hak waris isteri yang habis masa iddah, baik sudah menikah
dengan laki-laki lain maupun belum hal ini tidak tepat. Karena salah satu
sebab saling waris-mewarisi antara seorang laki-laki dengan perempuan
adanya hubungan perkawinan.
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B. Saran
Adapun saran berdasarkan uraian diatas, maka sesuai dengan keadaan
yang memungkinkan penulis untuk menyampaikan saran sebagai berikut:
1. Diharapkan kepada masyarakat Islam untuk dapat memahami
bahwasannya dengan putusnya ikatan perkawinan dan berakhirnya masa
iddah dalam talak raj’i, maka secara otomatis hubungan kewarisan
menjadi terputus.
2. Diharapkan kepada para fuqaha dan cendikiawan muslim untuk selalu
menelaah dan mengkritisi pemikiran mujtahid pada masa lalu, kemudian
disesuaikan dengan perkembangan-perkembangan zaman dan tempat.
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